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PENGAIJTAR  PENER3IT 


Penerbi tan  Analisa  Tahun  ke-IV  No,  12  bulan  Des ember 
1975  ini  mengalani  kolaabatan,  walaupun  denikian  kiranya 
tulisan-tulisan  yang  dlmuat  dalam  penorbitan  bulan  Dosenber 
ini  tidak  Vketinggalan  waktu"»  karena  pernasalahan  yang  di~ 
kenukakan  inerupakan  pernasalahan  nasa  kini. 

Ada  tiga  buah  tulisan  yang  disajikan  kali  ini,  nasing- 
raasing  disusuh  oleh  Daoed  JOESOEF*  J,  PANGLAYKIM  dan 

Hi"  arsjad; 

Daoed  JOESOEF  dengan  judul  tulisannya  "HAKIEAT4  PERTUM- 
BUHAH  BtJNIA  SERTA  AKTBAT  FINANSIIL  DAN  MOiJBTERNYA",  nengete- 
ngahkah  hal-hal  yang  perlu  dijernihkan  dari  perma.salahan 
Orde  Skonorai  Interna sidnal  Baru.  Penjernihan  pongertian  ada- 
lah  ponting  sekalij     untuk  tidak  kehilangan  jejak  dan  jalan 
dalatri  usaha-usaha  ke  ar^h  perbaikan  atau  perombakan  nenuju 
ko  sua tii  yang  "baru"  itu. 

Dalan  tulisannya^  Daoed  JOESOEF  nengingatkan  untuk  mere- 
nungkan  apa  yang  ir&u  diperbaharui,  "tatanannya"  atau  "ekononi 
internasionalnya"?!     Di  saniping  itu  ditelaah  arti  penting 
peranan  perdagangan  internasional  nasa  kini  yang  oiri-oiri 
dan  tingkah  lakunya  sudah  nenunjukkan  sifat-sifat  khas  yang 
hanya  dijurrpai  pada  -  dasatsUC'sa  tahun  1970~an.  ini.  Dikenukakan- 
nya  pula  betapa  besarnya  peranan  teknologi  yang  telah  nerobab 
tingkah  laku  perdagangan  internasional  detrasa  iniw  Pada  hake- 
katnya  pontrapan  teknologi  akan  raemperkuat  suatu  negara  dalaci 
berdagang  dengan  nogara  lain;  bahwa  perdagangan  antar  bangsa 
itu  baru  akan  saling  nenguntungkan,  apabila  kekuatan  ekononi 
nasing-nasing  bangsa  adalah  sepadan  atau  paralel.  Dalan  tulis- 
an Daoed  JOESOEF  ini  dikenukakan  juga  bagainana  oaranya  dapat 
neaanfaatkan  teknologi  modern. 

Ji  PANGLAYKIM  dengan  judul  karyanya  "STABILITAS  HARGA 
KOMODITI"  mengetengahlcan  hal-hal  yang  tidak  kalah  pentingnya 
dengan  apa  yang  dikenukakan  Daoed  JOESOEF. 

Tulisan  itu  nengemukakan,  bahwa  kegonoangan  harga-harga 
dan  ketidak-stabilan  porraintaan  akan  dapat  nenghanbat  pelak- 
sanaan  berbagai  renoana  ponbangunan  dan  akan  nienbawa  keraela- 
ratan  khususnya  pada  produsen  keoil  yang  tersobar  di  seluruh 
ASEAN  terutaraa  di  Indonesia.  Analisa  stabilitas  harga  komoditi 
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ini  panting  untuk  negara-negara  ASEAN  dan  negara-negara  ber- 
kembang  pada  ununnya.  Kenurut  pengaraatan  J.  PANGLAYKIM,  jarang 
sekali  aspek  konoditi  negara-negara  berkenbang  dilihat  secara 
serba  lembagai  Dengan  cara  pendekatan  seperti  itu,  naka  akan 

♦ 

lebih  jelas  lagi  dilihat  aspek  organisasi  dan  struktur  perusa- 
haan  yang  bergerak  di  bidang  perdagangan  dan  produksi  koraoditii 

.1 

Karya  tulis  yang  satunya  lagi  disusun  oleh  IJ.  ARSJAD, 
menggambarkan  dan  raenelaah  nasalah-nasalah  di  sekitar 
"  PERIMEANGA  N  KEUANGAN  ANTARA  PEMERINTAH  PUSAT  DA  IT  PEMERINTA:-! 
DAERAH  DI  INDONESIA";  Telah  banyak  tulisan-tulisan  di  bidang 
inii  Akan  tetapi  tulisan-tulisan  tersebut  sepanjang  pengetahu- 
an  kani  hanya  ditulis  untuk  perabaca  kalangan  terbatasf  sehingga 
perraasalahannya  kurang  dikenal  di  kalangan  uaun  secara  luac. 
Menurut  heraat  kani  nasal ah  keuangan  daerah  dan  perinbangannya 
itu  perlu  diilcuti  dan  diketahui  oleh  kita  senua  mengingat  bah- 
wa  kekuatan  penbangunan  nasional  terletak  pada  kekuatan  dan 
ketahanan  daerah-daerah.  Sal ah  satu  cara  untuk  nenperkuat  ke~ 
tahanan  daerah  adalah  lewat  sis tin  perinbangan  keuangan.  Ter— 
ciptanya  sis tin  perinbangan  keuangan  yang  baik  dapat  di jadikan 
alat  untuk  turut  newujudkan  pertunbuhan  daerah-daerah  yang 
seinbangi 

Denikianlah  tiga  buah  karya  tulis  yang  kani  sajikan  pada ... 
kesenpatan  inii  Kani  yakin  permasalahan  yang  diketengahkan  ou* 
klip  nenarik  dan  bernanfaat; 
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Daoed  JOESOEF 


Pen^antar 

Dewasa  ini  semakin  banyak  perhatian  dan.  pikiran  dicurah- 
kan  pada  apa  yang  disobut  sebagai  "tata  ekonomi  internasional 
baru";  Sebutan  ini  sebenarnya  merupakan  -  tor jomahan  dari  apa 
yang  di  dalara  bahasa  anglo-saksis  disebut  sebagai  "new 
oconoaic  order" •  3ila  demikian  tor jemahannya  ke  dalam  bahasa 
Indonesia  seharusnya  raenjadi  "tata  baru  ekonomi  internasional". 
Dipandang  dari  sudut  ini  kiranya  raenjadi  jclas  bahwa  di  sini 
yang  dianggap  "baru"  adalah  "tatanannya",  sedangkan  "ekonomi 
internasional"-nya  tetap  seperti  sediakalai  Moraang  demikian 
pulalah  tanggapan  (pcrsepsi)  negara-negara  maju  sebagaimana 
terbukti  dari  masalah-masalah  yang  racroka  lontarkan  di  bawah 
judul  "new  international  economic  order"  tersebut. 

Sebutan  yang  kini  semakin  populer  di  kalangan  masyarakat 
kita  mengenai  hal  ini  adalah  "tata  ekonomi  internasional  baru". 
3ila  sebutan  ini  yang  diterima  seharusnya  disadari  bahwa  yang 
dianggap  "baru"  di  sini  adalah  "^ekonomi  internasional"  dan 
bukannya  "tatanannya".  Tatanan  ini  raungkin  saja  "berbeda"  dari 
tatanan  ekonomi  internasional  yang  "lama".  Totapi  ia  berbeda 
karena  ekonomi  internasional  itu  sendiri  sudah  borubah  dan 
karenanya  "berbeda"  dari  yang  semula?  raaka  itu  yang  sokarang 
ini  disebut  "baru",  sekadar untuk  merabedakan  dongan  yang 
"lama" i  Namun  begitu,  apabila  kita  mombaca  ataupun  mendengar 
uraian  mengenai  hal  ini  di  negeri  kita,  kami  mendapat  kesan 
bahwa  yang  dimasalahkan  sobagai  "barU"  adalah  "tatanan"-nya 
dan  bukannya  "ekonomi  intornasional"-nya,  persis  sama  soporti 
tanggapan  negara-nogara  industri  maju,  seperti  yang . seeara 
setia  tercermin  di  dalam  istilah  yang  morcka  pakai,  yaitu 
"new  international  economic  order". 

Memahami  dongan  jclas  mengenai  apa  yan^  "baru"  itu,apakah 
"tatanan?*  ataukah  "ekoziomi  internasional",  adalah  ponting  ti- 
dak  hanya  demi  penjornihan  istilah,  totapi  lobih-lobih  dipandang 


dari  sudut  usafaa  raencari  kobijakan  dan  jalan  ko  arah  perbaikan 
ataupun  perombakan  terha^&ap  yang  ^baruV  tadi)  sejauh  porkem- 
bangan  yang  "bkru"  .tfcf'sobut  dianggap  tidak  "ataupun  kura'ng  no-' 
layani  kepentingan '  nasional  kita» 

Berhubung  dengan  itu  anallsa  borikut  ini  kami  bagi  dalam 
dua  bagian  pokoki  Yang  portama  akan  membahas  hakikat  pertumbuh- 
an  ekonomi  dunia  sebagaimana  adanya  dan  yang  kcdua  akan  memu- 
satkan  perhatian  pada  usaha-usaha  yang  sobaiknya  dilakukan  deni 
menarik  manf aat  yang  sobanding  dari  pertumbuhan  ekonomi  dunia 
tersebut. 

I;  Ekonomi  Dunia 

Mengonai  ma  sal  ah  y  a  r^g  kini  sedang  kita  kaji  bersama-sama, 
kami  berpendapat  yang  "baru"  itu  adalah  "ekonomi  internasional" 
yang  tatanannya  dapat  saja  berbeda  dengan  tatanan  yang  terda- 
pat' dalam  rangka  ekonomi  internasional  lama.  Dengan  perkataan 
lain)  tatanan  ekonomi  intes*nasional  baru  adalah.  sebenarhya 
"nana  lain"  dari  "ekonomi  dunia"  kini  yang  timbul  semen jak 
akhir  perang  dunia  kodtiac  Secara  substansiil  ekononi  dunia  ter- 
sebut klrahya  dapat  disebut  pula  sebagai  suatu  ekonomi  dunia 
yang  murni  (ia  genuine  wm\Ld  economy)  berhubung  iaj  lain  hal- 
nya  dengan  ekonomi  internasional.  yang  dilukiskan  oleh  teori 
perdagangari  internasional  abad  ke-XIX,  bukan  sokali-kali  meru— 
pakan  agl oraerasi  dari  ekononi- ekononi  nasional *  Pada  hakikat- 
nya  ia  berotonomii  la  nempunyai  dinamikanya  sendiri,  mompunyai 
pola  permintaannya  sendiri 3  lembaga-lerabaganya  sendiri  dan  — 
sebagainana  terlihat  pada  Special  Drawing  Rights  (SDR)  —  ia 
bahkan  merapunyai  uang  dan  sistira  kroditnya  sendiri  walaupun 
(masih)  dalam  bentuk  embryonal » 

Sopintas  lalu  pombontukan  ekonomi  dunia  ini  morupakan 
satu  harapan  riil  bagi  hampir  seluruh  nogara~nogara  tcrbela- 
kangi  lobih-lebih  bagi  sobagian  torbosar  dl  antara  fnoreka, 
yang  sooara  torDondlri  tornyata  terlalu  kooil  untuk  borfungsi 
sebagai  "ekonomi  nasional". bordasarkan  tinglcat  toknologi  yang 
sokarang;  tuntutan-tuntutan  risot  donrasa  ini)  koharusan- 
koharusan  permodalan  mesa  kini  dan  fasilitas  pengangkutan 
sorta  komunikasi  sokarang  ini„  Namun  apa  yang  sobonarnya  tor- 
jadi  ternyata  lain  sokali  dari9  bahkan  borlaxranan  torhadap, 
harapan  tersebut %  Sobab  dalam  rangka  ekonomi  dunia  itu, 
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perdagangan  antar  bangsa  ternyata  bukan  lagi  nerupakan  provisi 
komplomonter  barang-barang  dan  jasa- jasa  di  mana,  -sopor bl  yang 
dahulu  diutaro.kc.n  pads,  urnunnya  oloh  buku-buku  polajaran  okono- 
mi j  Inggris  mengirim  tekstil  kc  Portugis  dan  monperoloh  anggur 
Portugis  sebagai  imbalannya.  Di  dalam  rangka  ekonomi  dunia 
dowasa  ini,  perdagangan  berkombang  socara  posatj  baik  dalam 
voluno  maupun  dalan  nil a iny a,  di  antara  negara-negara  yang 
tingkatan  sivilisasi  tckniknya  banyak  sodikitnya-.ootaraf  dan 
yang  sistira  okonomi  serta  Indus  trifriya  seriakin  saling  mendokati. 
Jadi  Amorika  Sorikat)  misalnya,  sangat  sulit  untuk  bordagang 
dehgan  okonomi  "komplomonter"  India,  namun  sangat  raudah  untuk 
berdagang  dengari  okonomi  "parallel"  Kanada.  Kosukaran  yang 
sama  dialami  pula  oleh  hubungan  bisnis  di  antara  negara-negara 
maju  soporti  Jcpang;  Sropah, Barat  dan  Amorika  Sorikat  di  satu 
pihak^  dan  negara-negara  terbolakang  di  Afrika*  Asia  dan - 
Amerika  Latin,  di  lain  pihaki 

Adapun  sebab  daripada  keadaan  perdagangan  intcrnasional 
yang  seperti  itu  a da 1 ah  kenyataa.n  bahwa  ponbentukan  okonomi 

dunia  ini  pada  hakikatnya  tor jadi  berkat' dor ongah  dan  makanan 

.  ..  •         .  ■  *.er .    -;■    '\    ■       .  .  '■■ 

dari .  pihak  toknologii  Toknolbgi  menang  telali  banyak  berbuat 
deini  perkembangan  ekonomi.  Bila  ia  telah  merubah  "ekonomi 
industriil",  yang  telah  dikonal  jauh  sebclum  masa  perang  dunia 
pertana,  menjadi  "okonomi  jasa",  maka  perkerabangannya  yang 
pesat  sosudah  porang  dunia  kedua  telah  morubah  ekonomi  jasa 
itu  nenjadi  "ekonomi  penge tahuan"   (knowledge  economy)*  Melalui 
perubahan  ekonomi  yang  terakhir  disebut  i nil ah  ia  (teknologi) 
pada  gilirannya  telah  morubah  "ekonomi  infcornasional"  lama 
sehingga  menjadi  suatu  ekonomi  intcrnasional  "baru",  yang  mo- 
nurut  kaml  lobih  topat  diistilahkan  sebagai  "ekonomi  dunia" 
yang  murni; 

Di  dalam  portumbuhannya  solanjutnyaj  ekonomi  dunia  tor- 
sobut  oemakin  menunjukkan  porbodaan  porkombangan  antara  bagian- 
bagiannya  yang  maju  dan  bagian-bagiannya.  yang  rolatif  terbo- 
lakang; Bahvra  sunbor-sumbor  alam  tertcntu  yang  dimiliki  oloh 
bagian-bagian  c2<onomi  dunia  yang'  terbolakang  dapat  dipindah- 
pindahkan  sebonarnya  momungkinkan  okonominya  diintcgrir  socara 
penuh  ke  dalam  okonomi  dari  bagian-bagian  okonomi  dunia  yang 
sudah  lobih  maju.  Totapi  konyataan  menunjukkan  bahwa  solama 
ini  sumbor-sumber  yang  dapat  dipindah-pindah  dan  dipordagang- 
kan  itu  tidaklah  momborikan  manfaat  sottafoU'ibana  soharusnya 
kopada  nogara-nogara  terbolakang  yang  memilikinyai  Portama/ 
borhubung  eebagian  tcrbosar  dari  moroka  torpaksa  monjual 
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sunbor-sumber  torsebut  sonata-mata  deni  pcnanfaatan  jangka 
pondok  dan  torpaksa  mongirapor  bahan  makanan  atau  barang  jadii 
suatu  prose^duro  yang  praktis  tidak  nonbantu  konajuan  okononi 
dan  toknologi  noroka i  Kodua,  karona  noroka  jual  sunber-sunbcr 
itu  dalan  bentuknya  yang  paling  mentah  (raw)  discbabkan,  pada 
ununnya,  rendahnya  tingkat  toknologi  produksi  yang  noroka 
miliki.  Pola  ponjualan  sopor ti  ini  tidak  hanya  tolah  raonokan 
nilai  tanbahan  (valuo  added)  sunbor-sunbor  alan  noroka  pada 
tingkat  dasarnya  yang  torondah,  totapi  juga  tidak  nonbantu 
penbangunan  yang  optinun  buat  meroka.  Kotiga,  borhubung  harga 
sumbor-sunber  alan  itu  seoara  artif isiil  dipertahankan  rondah 
dan  stabil  untuk  satu  jangka  waktu  yang  sangat  lama  oleh  para 
. pembeli  moreka*  yaitu  bagian-bagian  (nogara-nogara)  yang  re- 
latif  naju  dari  okononi  dunia.  Konstollasi  pordagangan  seperti 
ini  tor jadi  karona  hubungan  perdagangan  antara  kodua  bagian 
okononi  dunia  torsobut  dijalin  pada  umunnya  di  dalan  suasana 
kolonial  dan  soxraktu  bagian-bagian  yang  terbolakang  itu  telah 
nendapatkan  kenordekaan  politiknya,  mereka  ini  borada  dalan 
koadaan  yang  terlalu  lomah,  secara  okononi  naupun  teknologij 
untuk  dapat  nerubah  hubungan  yang  tidak  nonguntungkan  itu, 
Faktor-f aktor  dan  koadaan-keadaan  ini  sobagai  kosoluruhan, 
pada  gilirannyai  nendorong  portumbuhan  interdopondonsi  yang 
asinetrik  di  antara  bagian-bagian  yang  torbolakang  dan  bagian- 
bagian  yang  naju  dari  ekonomi  dunia*  Apabila  di  antara  pihak- 
pihak  yang  mengadakan  hubungan  interdependonsi  yang  asimotriki 
naka  pihak  yang  paling  kurang  depondon  —  dalan  hal  ini  bagian- 
bagian  yang  naju  dari  okononi  dunia  —  dapat  sa  ja  menanipulir 
hubungan  yang  a  da  untuk  moncapai  tu  juan-rtujuannya/  tidak  hanya 
di  bidang  yang  sodang  dipertaruhkan  totapi  juga  dalan  bontuk 
manfaat  sampingan  di  bidang-bidang  lainnya. 

Portumbuhan  pordagangan  yang  sangat  posat  di  antara 
bagian-bagian  yang. naju  dari  okononi  dunia  noninbulka.n  nasal ah 
finansiil,  yaitu  bagainana  nenporoloh  alat-alat  ponbayaran 
yang  dapat  ditorina  oloh  sonua  pihak  yang  bordagang  dan  dalan 
.  jumlah  yang  torus  bortanbah  sosuai  dongan  ritno  portunbuhan 
pordagangan  agar  porputaran  barang  dan  jasa  torus  dapat  bcr- 
jalan  lancari  Kobutuhan  torhadap  portanbahan  likt-riditas 
intornasional  ini  nonjadi  bortanbah  torasa  borhubung  ia  dipor- 
lukan  tidak  hanya  sobagai  alat  nonyolosaikan  saldo  transaksi 
intornasional  totapi  juga  diporlukan  sobagai  alat  oadangan 
iiftsional  y»ng  bagpcJoia  ditahan  ootiap  waktu  domi  koananan 
(safety)  dan  flekaibllltas  nasional. 
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Socara  tradisioniX-porsediaan  likwiditas  intornasional 
ini  hanya  dilayani  dengan  poningkatan  produksi  onas.  Totapi 
hal  ini  lana  kclanaan  lcbih  nieriipakan  penghanbat  daripada 
penglanoar  perdagangan  intornasional  berhubung,  "dx  satu  pihakj , 
ritnc  kenaikan  produksi  logan  raulia  tersobut  tidak  sepadan 
dongan  ritno  kenaikan.  kobutuhan  finansiil  pordagangan  dan, 
di  lain  pihak,  enas  itu  sondiri  rierapunyai  kegunaan  lain  di 
samping  sobagai  oadangan  none tori  Hal  yang  torakhir  ini  raenin- 
bulkan  satu  masalah  tapbahan,  yaitu  harga ..enas  sobagai  alat 
penbayaran  dan  harganya  sobagai  biahan  produksi  ,  di  antaranya. 
produksi  bonda  perhiasan; 

■i  .  •  ■  ■ 

Sebagai  akibat  persepakatan  Bretton  Woods  di  tahun  19^* 
ekononi  dunia  nonorina  sistim  "gold  exchange  standard",  sedang-. 
kan  standar  ini  pada  asasnya  -dan  di  dalan  prakteknya  adalah 
"standar  dollar"*  Denikian  rupa  sehingga  sonenjak  berakhirnya 
perang  dunia  kedua  kobutuhan  terhadap  likwiditas  intornasional 
seraakin  lana  senakin  banyak  dilayani  oleh  dollar  Anorika 
Serikati  Kanun. lain  halnya  dengan  "enas",  "dollar"  adalah 
"nata  uang  nasional"  dan  konyataan  ini  lana  kclanaan  meninbul- 
kan  ketegangan-kctcgangan  di  bidang  noneter  intornasional. 

Ketogangan  tinbul  karena,  pertama,  dollar -sebagai  satu 
uang  nasional  nenoerminkan  satu  kedaulatan  nasional.  Artinyai 
pertanbahan  naupun  penciutan  perodarannya  pada  tingkat  per tana 
dan  torakhir  tergantung  pada  kebijakan  (noneter)  nasional  yang  • 
belun  tentu  sejalan  dongan  kepontingan  ihternasional  yang  harus 
dilayaninya.  Dengan  perkataan,  kebutuhan  finansiil  intornasional 
socara  tidak  langsung  ditentukan  oloh  pandangan  politik  nasio- 
nal  dari  negara  yang  uangnya  dijadikan  elonen  likwiditas  , 
intornasional  itu.  Kedua,  kenyataan  bahwa  dollar  dijadikan 
standar  dalan  sistim  nonotor  intornasional,  konyataan  ini 
rncngandung  kontradiksi  yang  pada  akhirnya  dapat  nonbahayakan 
Amorika  Sorikat  sondiri.  3ila  Anorika  Serikat  borsodia  uangnya  - 
dollar  —  dijadikan  standar  intornasional >  artinya  ia  bersodia 
norubah  uang  nasionalnya  nonjadi  uang  trans nas i onal j  dia  dan 
hanya  dialah  yang  nonsuplai  sistin  ponbayaran.  intornasional 
dengan  likwiditas  yang  diperlukan.  Cara  nonsuplai  ini  tidak 
hanya  dongan  bcrdagang^  dongan  nonborikan  bantuan-bantuan,  ,. 
tetapi  dengan  borsodia  nonbuat  noraca  ponbayarannya  monjadi 
defisitor.  Kotiga,  dongan  protoks  nonsuplai  okononi  dunia  do- 
ngan alat  likwiditas  yang  diporlukannya,  Anorika  Sorikat  dapat 
saja  monyalah-gunakan  pcnggunaan  dollarnya  di  bidailg 
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intornasional  untuk  nonbiayai  hal-hal  yang  pada  azasnya  deal 
pongabdian  kopontingan  nastonalnya  sendiri.  Sebab;  kalaupun 
karena  transaksi  soporti  itu  noraca  pombayarannya  monjadi  do- 
fisitor*  ia  dapat  raorabayarnya  dongan  uangnya  sendiri*  sodang- 
kan  nogara-negara  lain  tidak  dapat  borbuat  bogitu*  Borhubung 
"uang"  itu  sobonarnya  adalah  "hutang  jangka  pendok",  ciaka  sc- 
jauh  dofisit  itu  dalan  dirinya  j uga  morupakan  "hutang",  raaka 
nenutup  dof isitnya  dongan  dollar  borarti  tidak  lain  raenutup 
"hutang"  dongan  "hutang"  yang  baru,  dan  donikian  ,setorusnya. 
Akhirnya,  oksistonsi  dan  perodaran  dollar  di  luar  Araerilea  itu 
laraa  kelanaan  nonporsukar  Anorika  sondiri  da la  in  usahariya  nc- 
mobahkan  pcrsoalan  dofisit  nerapa  porabayarannya.  Sobab,  apa- 
-  kah  dollar  torsobut  disinpan  oloh  perseorangan  ataupun  ada 
di  kas  Bank-bank  Sentral,  kekayaan  dollar  ini  diborl  bunga 
dongan  tlngkat  yang  s&dang  borlaku;  Hal  ini  borarti  bahwa 
noraca  perabayaran  Araorika  Sorikat  setiap  tahunnya  raenanggung 
beban  sobosar  tingkat  bunga  yang  borlaku  dikalikan  juralah 
dollar  yang  ada  di  luar  Araorika,  yaitu  jumlah  bunga  yang  harus 
dibayar  kepada  perailik-penilik  dollar  yang  berada  di  luar 
Araorika;  Bila  ada  gerakan~gorakan; spokulatif ,  kiranya  sudah 
dapat  dikctahui  sobolunnya  bahwa  tingkat  dcfisit  noraca  pera- 
bayaran Araorika  sosedildLtnya  akan  moncapai  tingkat  sobosar 
jural ah  perabayaran  bunga  torsobuti 

Mongingat  kQleraahan-koleraahan  yang  dikandung  olch  stan- 
dar  dollar  inilah  maka  orang  mulai  raencari  olenon  baru'  di 
dalan  pongadaan  likwiditas  intornasional.  Orang  borusaha  noa» 
oari  pengganti  "oraas"  yang  dlsobut  sobagai  "barba^r*1  dan 
pengganti  "dollar"  yang  dlsobut  sobagai  "donina tor"  kalaupun 
tidak  "iraperialis"i  Lalu  teroiptalah  satu  "gold  paper*'  dalan 
bontuk  "special  drawing  rights1*  (SDR)  atas  International 
Monetary  Fund  (IMP);  Idoo  seportl  ini  sobenarnya  sudah  diaju- 
kan  oleh  Lord  Koynes  di  Bretton  Woods  di  tahun  19^/  dalan 
bontuk  yang  kotika  itu  dlnaraakannya  "banoor"i  yaitu  "uang 
kredit"  yang  dioiptakan  olph  suatu  lenbaga  finansiil  (bank) 
dunla;  totapi  kotika  itu  idee  tors abut  ditolak  borhubung  ke- 
peroayaan  orang  pada  dollar  raasih  kuat.  Untuk  tidak  nenirabul- 
kan  kosan  bahwa  SDR  sobagai  "uang  intornasional"  nerupakan 
suatu  kroasl  "ex  nihilio",  sojonis  uang  f idusier  yang  tidak 
dljaoin  oleh  satu  nogarapun  di  dunla  lnl^  yang  tcnaga  belinya 
tidak  seoara  oksplisit  didasarkan  atas  dan  karonanya  dijamin 
oloh  kapasitas  produktif  sosuatu  nogara  tortontu^  raaka 
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ponciptaannya  didasarkan  pada  apa  yang:disebut  scbagai"  satu 
"standard  basket  of  currencies"  yaitu  sckunpulan  uang-uang 
nasional  dari  nogara-nogara  industri  naju, 

Di  dalan  konuniko  resmi  IMF  soring  disobut-scbut  bahwa 
kreasi  SDR, tidak  hanya  untuk  nolayani  kopontingan  nogara- 
negara  naju,  tetapi  juga  akan  "nonguntungkan"  nogara-nogara 
niskin  dan  terbelakang.  Nanun ■  begi.tu  telah  ditetapkan  bahwa 
alokasi  SDR;;  didasarkan  pada  besar  rkecilnya  quota  negara  . 
anggota  IMF,  sedangkan  setiap  orang  neng.etahui  bahwa ? be sar 
kecilnya  quota  tersebut  adalah  fungsi  dari  tingkat  kokayaan 
nasional  negara  anggota.  Maka  itu  ketika  IMF  pada  tanggal  1 
Januari  1970  nulai  nonbagi-bagi  SDR  kopada  nogara-nogara  ang- 
gotanya  sesuai  dengan  quota  raasing-masingj  pada  waktu  itu 
ternyata  bahwa  dua  pertiga  dari  tranche  pertaraa  SDR  tersebut 
jatuh  di  tangan  kcsepuluh  negara-nogara  kaya  di  dunia  sedang- 
kan sisanya  yang  sepertiga  dibagi-bagi  di  antara  sejumlah  lebih 
dari  seratus  negara-negara  anggota  yang  niskin  dan  terbelakang 
ekononinya;  Sonenjak  itu  perbandingan  alokasi  yang  seperti  ini 
dalan  tranche- tranche  borikutnya  praktis  tidak  nengalani  peru- 
bahan. 

lit  Usaha  Ke  arah  Partisipasi  Ponuh  Dalan  Ekononi  Dunia 

Bila  keadaan  "ekononi  intornasional  baru"  atau  "ekononi 
dunia"  nemang  seperti  yang  telah  diuraikan  di  atasi  naka  jelas 
bahwa  ia  tidak  nenborikan  nanfaat  yang  sepadan  kopada  setiap 
(negara)  pes erta  di  dalannya,  di  nana  yang  rolatif  niskin  dan 
terbelakang  berada  dalan  posisi  yang  kurang  nonguntungkan, 
Untuk  nonperbaiki  keadaan  perkerabangan  yang  tidak  sehat  ituj 
yang  lanbat  laun  pasti  neninbulkan  situasi  yang  cksplosif  di 
bidang  hubungan  antar  bangsa,  raaka  perlu  dianbil  tindakan- 
tindalcan  baik  sooara  koloktif  pada  tingkat  internasional  nau- 
pun  sooara  torsendiri  pada  tingkat  nasional.  Kiranya  dapat  di- 
bayangkan  dua  jonis  tindakan,  yang  satu  sangat  fundanentil  na- 
nun  borsifat  jangka  panjang  dan  yang  lainnya  borsifat  narginai; 
sekadar  penunjang  dan  borsifat  jangka  pondok; 
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(1)  Tlndftkan  pokok  .iangka  panj.ftng 

Tindakan  ini  berupa  "transfer  teknologi".  Tindakan  ini 
karal  sebut  sebagai  "polcok"  berhubung  dapat  tidaknya  ekononi 
kita  raasuk  seoara  penuh  di  dalam  ekonorai  dunia  dan  bergerak 
di  situ  dengan  manfaat  yang  sepadan  tergantung  pada  sarapai 
berapa  jauh  kita  menguasai  teknologi  dan  melalui  p.enguasaan 
dan  xoenterapannya  dapat  membawa  ekonorai  kita  raenjadi  "parallel" 
dengan  ekonpmi  negara- negara  raaju  yang  kini  nienguasai  perda- 
gangan  internes ional . 

Transfer  teknologi  terang  bukan  hanya  iaasalah  kita  seba- 
gai  negara  yang  ekonominya  terbelakang.  Hal  ini  pasti  raerupa- 
kan  juga  ma sal ah  negara-negara  maju  karena  dari  pihak  mereka 
harus  ada  kesediaan  politik  (the  political  "will )  untuk  men- 
transfer  teknologi  tersebut.  Mengingat  praktis  setiap  jenis 
teknologi  produksi  sudah  dijadikan  "patent"  j,  raaka  pengallhan- 
nya  ke  negara  miskin  hanya  dapat  dilakukan  melalui  dua  caras 
menourinya  atau  raembelinya.  Cara  yang  pertama  terang  bukan 
„  merupakan  cara  yang  terhorma to  Cara  yang  kedua  adalah  cara 
yang  nahal^  sebab  teknologi  raemang  bukan, /benda  ekonorai  yang 
nurah.  Kaka  itu  di  dalara  kesediaan  politik  negara- negara  raaju 
untuk  memindahkan  teknologi  ke  negara  terbelakang  harus'  sew 
cara  implisit  raetigandung  kesediaan  peraberian  bantuan  ataupun 
pinjaraan  f  inansiil  U-   U  ■■■  — 1  r 

Dapat  dibayangkan  tiga  saluran  pokok  melalui  mana 
transfer  teknologi  dapat  dilakukan. 

'   Pertaraa,  melalui  pendidikan  formil  dan/atau  training 
keahlian  massalu  Pendidikan  dan  training  telah  dikenal  di 
dalara  analisav ekonorai  sebagai  "investasi  uanusia"  (human 
investment).  Investasi  seperti  ini  menjadi  penting  berhubung 
analisa-analisa  yang  dibuat  para,  ahli  se jarali  ekonorai  semakin 
mengungkapkan  bahwa  nodal  manusia  ,  (human  oapital )  ternyata 
telah  raemberikan  sumbangan, yang  lebih  besar  dari  modal  benda 
(physical  capital)  di  dalara  perkembangan  ekonorai  di  dalara 
abad  yang  terakhir  ini t  Dengan  modal  manusia  di  sini  dimaksud- 
kan  tidak  hanya  aspirasinya  untuk  kema juan  perorangan  maupun 
golongannya,  tetapi  lebih-lebih  dalam  artian  pongotahuannyai 
keahlian  teknik  dan  organisasinyai 

Kedua,  melalui  pertanian.  Perkembangan  teknologi  pertani- 
an  terang  diperlukan  oloh  negara-negara  miskin  tidak  hanya  deal 
perbaikan  mutu  makanan  (nutrition),  produksi  dan  penyediaan 
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bahan  pangan,  tetapi  juga  untuk  perbaikan  produksi  bahan  per- 
dagangan  dan  hasil-hasil  hutan.  Penghasilan  negara  berupa  do- 
visa  dan  penghidupan  sebagian  besar  rakyat  sangat  tergantung 
dari  ekspor  hasil-hasil  pertanian  yang  sebagian  di  antaranya 
semakin  menderita  akibat  perkembangan  sintetlka.  I!iaka  itu 
bagian-bagian  yang  terbelakang  dari  ekonorai  dunia  ini  meraer- 
lukan  bantuan  untuk  meningkatkan  produktivltas,  kvralitas  dan 
daya  bersaing  dari-  Has il-hasil  soktor  pertaniannya  dan  guna 
memperluas  basis  sektor  eksp^rnyai 

Ketigaj  melalui  industrii  Untuk  banyak  negara  terbelakang; 
tingkat  perkembangan  mereka  adalah  begitu  rendah  sehingga  yang 
diperlukan  baru  berupa  t eknol ogi  elemeriter  yang  menungkinkan 
mereka  mengoiah  sendiri  bahan  meritah  yang  dihasilkan  oleh  alara- 
nya.  Sukses  dari  beberapa  negara  pehgekspor  mengungkapkan 
bahwa  mereka  ini  dapat  abnarik  dari  ekonomi  dunia  raanfaat  yang 
jauh  lebih  besar  dari  ekspbr  sumber-siimber  alam  mereka  pelalui 
us aha  upgrading  sumbor-suraber  tersebut  daripada  us aha  menaik- 
kan. tingkat  harganyai  Usaha  upgrading  seperti  ini  bahkan,.mem- 
punyai  konsekwensi  yang  jauh  lebih  baik,  tidak  hanya  bagi 
negara-negara  yang  beluni  maju  tetapi  juga  bagi  negara-negara 
maju;  daripada  usaha  indeksasi  harga  bahan-bahan  mentah  dengan 
harga  barang-barang  industrii  Sebab  indeksasi  cenderung  untuk 
membekukan  harga  dari  bahan-bahan  mentah  untuk  satu  jangka 
waktu  yang  tak  terba'tas  termasuk  harga  komoditi  terhadap  mana 
permintaan  riilnya  sebeharnya  sudah  menurun.  Bagi  negara-negara 
terbelakang  yang  perkenbangannya  telah  jauh  lebih  naju,  tekno— 
logi  industri  masih  diperlukan  demi  peningkatan  mutu  hasil  in- 
dustrinya  begitu  rupa  sehingga  dapat  bertahan  dalam  pasaran 
negara-negara  kaya  dan  maju  industrinya. 

Berhubung  perdagangan  internasional  merupakan  rnotor  yang 
terpenting  bagi  banyak  negara-negara  terbelakang;  perkembangan 
teknologi  pada  urauranya  diperlukan  guna  momungkinkan  mereka 
menganeka-ragamkan  pola-pola  produksi  ke  arah  barang-barang 
yang  semakin  banyak  diminta  oleh  ekonomi  dunia  dan  menjauhi 
barang-barang  yang  semakin  kurang  diminta.  Ponganeka-ragaman 
ini,  yang  dalara  dirlnya  berarti  perluasan  basis  okspor,  adalah 
penting  berhubung  sejarah  ponggunaan  sumber  alam  oleh  dunia 
industri  menunjukkan  bahv/a  keperluan  tiap  bahan  ppr  unit  pro- 
duksi —  koefision  intonsitas  penggunaannya  —  berubah  bersana 
penghasilan  per  kapita.  Sejarah  itu  mengungkapkan  kecenderung- 
an  mengeoilnya  keperluan  pemodalan  akan  bahan-bahan  untuk 
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mendapatkan  hasll  yang  sebelumnya  meraerlukan  peraodalan  bahan 
lebih  banyaki  Kemajuan  tokriologi  cenderung  untuk  monurunkan 
intonsitas  penggunaan  tersebut  dan  perubahan  ekonomi  mendorong 
penggantian  —  socara  rolatif  dan  kadangkala  seoara  mutlak  — 
sesuatu  bahan  dengan  bahan  lain  dan  penggantian  bahan  alamiah. 
bahan  sintotis.  3ila  untuk koperluan  penganeka-ragaman  pola 
prdduksi  ini  bantuan  luar  ftegeri  dianggap  perlu^  naka  koraponon 
bantuan  teknisnya  adalah  jauh  lebih  penting  dari  komponen 
bantuan  modal nya.  , 

Transfer  teknologi  terang  bukan  merupakan:  usaha  yang  nu- 
dah.  Sementara  khazanah  teknologi  dapat  dikatakan  sudah  melim- 
pah-ruah  dan  sorapntara  itu  terus  berkembang  secara  georaetrisi 
sebagian  besar  nogara-negara  terbelakang  raenerlukan  jenis  dan 
tingkat  teknologi  yang  lain  daripada  yang  pada;  umumnya  sodang 
dlhayati  oleh  negara-negara  raaju,  mungkin  yang  bersifat  padafc- 
kerja  dan  penoipta-kerja  (job  creating)  balk  di  sektor  industri 
naup«n  di  sektor  pertanian.  Mehgembangkan  jenis- jenis  teknologi 
seperti  ini  maupun  poralatan  praktis  untuk  nemindahkannya/  di  . 
luar  yang  selaraa  ini  telah  ada  dan  dikenal  di  negara-negara 
rnaju,  memerlukan  penelitian  yang  mendalam  serta  da na  yang  tidak 
sedikit  yang  terang  sulit  ditanggung  sendiri  oleh  negara-negara 
terbelakang,  sosodikitnya  yang  terraiskin  di  antara  mereka. 
Haka  negara-negara  ma  ju  dapat  mehdOrong  dan  melakukan  peneliti- 
an bersama-saraa  pemerintah,  dunia  industri  dan  bis his  serta 
lembaga  pengajaran  tinggi  dan  riset  dari  negara-negara  terbe- 
lakang dengan  tujuan  mendorong  kapasitas  lokal  perkebbangan 
teknologi  di  dalam  negeri  negara-negara  yang  bersangkutani 

(g).  TinHak^n  prmunjaR.?  .iangka  pendek 

(.: •  •       . '  ■' 

Tindakan  penunjang  jangka  pendek  berupa  usaha  yang  seoara 
kolektif  harus  diperjuangkan  oleh  negara-negara  terbelakang 
mengenai  dasar  alokasi  SDR.  Berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku 
di  dalam  sistira  IMF  alokasi  itu  didasarkan  pada  ulcuran  yang 
menurut  ia  "obyektif"  dan  yang  obyektif  itu  adalah  quota  ne- 
gara  anggota i  Kenya taan  raenunjukkan  bahwa  bila  SDR  dibagi- 
bagikan  seoara  otonatis  proporsionil  menurut  quota  keanggotaan 
maka  alokasi  SDR  seoara  proporsionil  menurut  tingkat  kekayaan 
sesuatu  negara  anggota  Icarena  penetapan  quota  HE?  banyak  se- 
dikitnya  dihubungkan  pada  tingkat  kekayaan  negara  anggota  yang 
bersangkutani 
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Sedangkan  di  dalan  keanggotaan  sistin  IMF  terdapat  untuk 
sebagiari  terbesar  negara-negara  miskin  dan  ponciptaan  SDR  di- 
katakan  secara  eksplisit  untuk  raelayani  kepontingan  mereka 
juga  dan  tidak  hanya  doni  melayani  kepentingan  nogara  anggota 
yang  kaya  dan  kepontingan  utana  dari  negara-negara  miskin  ini 
adalah  bagaimana  k©  luar  dari  keraiskinan  itu  melalui  usaha 
pembangunani  Sejauh  pembangunan  itu  selayaknya  dibiayai  me- 
lalui  perdagangan        maka  kelancaran  perdagangan  ini  memerlu— 
kan  sejumlah  oadangan  noneter  yang  pada  umunnya  jauh  lebih 
besar  daripada  yang  rnereka  miliki.  Maka  itu  seharusnya  alokasi 
SDR  dihubungkan  juga  secara  langsung  dengan  keperluan  negara 
anggota  yang  miskin  terhadap  likwiditas  guna  raembiayai  usaha- 
nya  dalain  pembangunan  nasyar.akatnya*  1 

Usaha  menghubUrigkan  kreasi  SDR  dengan  usaha  pembangunan 
dari  anggota-anggota "IMF  yang  miskin  flan  terbelakang  berarti 
tuntutan  yang  harus  kita  perjuangkan  supaya  IMF  menciptakan 
secara  periodik  tidak  hanya  satu  tetapi  dua  jenis  likwiditas 
internasional  suplementer  berdasarkan  dua^  dasar  alokasi  SDR 
yang  berbeda,  yaitus 

(  i)  SDR  untuk  negara-negara  kaya  yang  ekonomi  industrinya 

sudah  ma  ju  berdasarkan  quota  keanggotaannya  yang  tercatat 
pada  IMF. 

(ii)  SDR  guna  kepentingan  negara- negara  miskin  yang  cara  peng- 
gunaannya  didasarkan  pada  ukuran-ukuran  yang  jelas  dide- 
finiir  untuk  keperluan— keperluan  yang  jelas. p.ula  batas- 
batas  dan  kegunaan-kegunaannya  dipandang  dari  sudut  pem- 
bangunan  nasional. 

Penggunaan  SDR  demi  kepentingan  negara-negara  terbelakang 
ini  adalah  untuk  melunasi  pembayaran-pembayarans 

(a)  bahan  makanan  pokoJc. 

{ b )  hutang-hutang  negara  yang  dilakukan  dalain  rangka  pembangun- 
an  prasarana  pokok  bagi  pembangunan. 

(c)  transfer  dan  penguasaan  jenis- jenis  tertentu  teknologi 
yang  bersifat  prioriteri 

Sejauh  raengenal  persoalan  bahan  makanan  pokok;  perhitung- 
an  alokasinya  dilakukan  dalan  rangka  perenoanaan  bahan  makanan 
di  dunia.  Negara-negara  pemlnta  menyatakan  besarnya  keperluan 
mereka  dan  negara-negara  supplier  mengajukan  besarnya  kesang- 
gupan  penawaran  noreka  dan  berdasarkan  kedua  substansi  ini  lalu 


disusun  renoana  distribusi  dan  alokasi,  tentunya  dengan  mem- 
perhitungkan  sepenuhnyas 

-  komplementaris  regional; 

-  priori tas  yang  oeharusnya  diberikan  kopada  supplier  yang 
merupakan  negara  raiskin  dan  yang  pendapatan  nasionalnya 
sangat  tergantting  pada1  sejenis  atau  hanya  beberapa  jenis 
bahan  makanan, 

-  konstitusi  porsediaan  bahan  makanan  regional  deni  stabilitas 
dan  ketenteraraan  daerah  yang  bersangkutan. 

Sejauh  yang  mengenai  hutang'  negara  dalarn  rangka  pembangun- 
an  prasarana  ekanomi  national  dan  pemindahan  teknologi  yang 
bersifat  prioriter*  kiranya  dapat  ditetapkan  suatu  persentase 
tertentu  dari  pombayarannya  yang  diselesaikan  raelalui  sistim 
SDRi  r  ,  .  ■*{;-,        i       ;  7f.  "'. 

Penterapan  prinsip-prinsip  pokok  seperti  yang  diajukan 
di  atas  berarti  bahwa  ulairan- ukuran  atribusi  SDR  disusun  ber-  - 
dasarkan  keperluan-keperluan  yang  jelas  diketahui  dan  diawasi 
mengenai  bahan  makanan j  hutang  negara  dari  bantuan  guna  peralat- 
an  prasarana  masyarakati  Dalam  sistim  kerja  yang  begini,  tidak- 
lah  merupakan  satu  keharusan  bahwa  negara-negara  m£skin  yang 
bersangkutan  secara  langsung  menerima  pembukaan  SDR  untuk  ke- 
perluannya.  SDR  ini  dapat  dibuka  langsung  untuk  rekenihg 
negara  supplier  (kreditur)  mereka  di  bidang  bahan  nakanan* 
kreditdan  mesin»-mesin  peralatan  masyarakat  dan  sebagai  lawaiv. 
nya  dihapus  jural ah  keVa jiban-kewa jiban  (hutang-hutang )  yang 
berhubungan  dengan  itu  dari  negara-negara  pembeli(dobitur). 

Bagi  negara- negara  kaya,  alokasi  SDR  yang  mereka  terima 
dari  "tangan  kedua"  ini  secara  fundamentil  tidak  jauh  berbeda 
dengan  pembagian  SDR  yang  mereka  terima  berdasarkan  "ukuran 
obyektif  quota"  yang  mereka  railiki  sebagai  anggota  IMF, 
Araerlka  Serikat  misalnyaj  yang  merupakan  anggota  utama  IMF,, 
dalam  prakteknya  juga  merupakan  negara  supplier  utama,  dan 
berhubung  dengan  ini  la  akan  menerima  dari  "tangan  kedua" 
bagian  yang  terpenting  dari  SDR  yang  diedarkan,  demikian  pula 
halnya  dengan  negara-negara  supplier  lainnya  di  3ropah;  Kalau- 
pun  ada  perbedaan/  perbedaan  ini  adalah  bersifat  positif,  yaitu 
negara-negara  kaya  dan  yang  raaju  industrinya  menjadl  atributair 
SDR  bukanlah  berdasarkan  "quota"  yang  mereka  niliki  di  IMF, 
betapapun  "obyektif nya"  ukuran  ini  yang  sanpai  tingkat  terten- 
tu  menoorrainkan  tingkat  "kekayaan"  mereka i  totapi  secara 
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proporaionH  berdasarkan  bantuan-bantuan  yang  raereka  berikan 
kepada  negara-negara  ni skin  yang  belum  maju  ekonominya  dan 
yang  sedang  giat  membangun.  Dengan  begini  kalaupun  terdapat 
perbedaan  antara  persentaso  quota  (hak)  mereka  di  IMF  dan 
bagian  niereka  yang  sebenarnya  mereka  terima  dari  setiap  emisi 
SDR,  perbedaan  jumlah  ini  dianggap  layak  karena  la  sehat  dan 
dinaois.  Layaki  karena  porbedaan  yang  timbul  dengan  oara  begini, 
adalah  hasil  dari  bantuan-bantuan  yang  mereka  berikan  dari 
kekayaan  mereka i  3 ehat  karena  perbedaan  ini  adalah  hasil  dari 
aktivitas  dan  transaksi  ekonomi  yang  ukuran-ukurannya  jelas 
diketahui  sebelumnya  dan  yang  ditetapkan  pada  taraf  inter- 
nasional,  dan  dinamis  karena  dengan  begini  ada  d^rongan  bagi 
mereka  untuk  meraperbesar  jumlah*  bantuan-bantuan  yang  mereka 
berikan  demi  metoperolehj  sebagai  balas  jasanya,  tambahan 
likwiditas  internasional  yang  paling  mereka  perlukan  demi  per- 
kembangan  ekonomi  raereka  sendirii 

Cara  alokasi  yang  diusulkan  di  atas  ini  bertujuan  supaya 
alokasi  dari  setiap  errrisi  SDR  tidaklah  seoara  otoraiatis  propor- 
sionil  berdasarkan  quota  fleSapi  proporsionil  berdasarkan  keper- 
luan  pembartgunan  negara— negara-  miskin  di  satu  pihak  dan  ke- 
sediaan  membantu  dari  pihak  negara,  kaya  di  lain  pihaki  Seoara 
kwahtitatif  global:  mtingkin  oara  yang  diajukah  ini  tidak  banyak 
"berbeda  dengan  .efek  penterapan  sistim  SDR  sebagainana  dilaku- 
kan  sekarang,  tetapi  seoara  kwalitatif  dan  sosiali  tanpa 
menyebut  humaniter,  terang  cara  yang  diusulkan  ini  raempunyai 
efek  yang  jauh  berbedat  la  lebih  positif  dan  dinamic  dan  mung- 
kin  sekali  dapat  memperkecil  kepineangan  di  dalam  taraf  ke~ 
kayaan .antara  negara  yang  ma ju  dan  yang  belum  berkembang.  Efek 
semaAam. ini  bahkan  pada  akhlrnya  akan  membawa  keuntungan  eko*- 
ncrai  pada  nogarainegara  kaya  bila  diingat  bahwa  satu-sattmya 
solusi  persoalan  persaingan  yang  sudah  begitu  tajarj  di  antara 
negara~nogara  tersebut  adalah  perluasan  dari  dunia  yang  solvable 
dan  likide; 

ft  \ 

Penutup 

Ekonomi  intornasi->nal  yang  sekarang  kita  hadapi  seoara 
essensiil  lain  dari  ekonomi  internasional  sebagainana  yang  di- 
tulis  oleh  text-. book  ekonomi  klasik;  Yang  sekarang  ini  dapat 
dikatakan  benar-benar  suatu  ekonomi  dunia  di  mana  perdagangan 
semaldLn  lama  semakin  borkombang  di  antara  negara- negara  yang 
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berekonomi  parallel.  Ada  benat*nya  bila  negara-negara  terbela- 
kang  nenuntut  •'more  trade  and  not  aid"     Nanun  hondaknya  di- 
sadari  batwa  kalaupun  negara-negara  yang  belum  berkombang 
tidak  dapat  borparticipasi  socara  ponuh  di  dalam  pertUmbuhan 
ekbnoni  dunia  Itu  bukanlah  seraata-mata  karona  "tatanart"-nya 
yang  tidak  memU-Tgkinkan  dan  karenahya  harus  diadakan  perbaikan- 
porbaikan  seperlunyai  I-Iairus  diakui  bahwa  racing  tatanari  ter- 
sebut  memerlukah  tihdakan-tindakan  korektif*  Tetapi  kalaupun 
tindakan- t indakan  koroktif  yahg  diperlukan  itu  rnemang  dapat 
dilakukan  secara  sempurna  bukanlah  6 toma txs  berarti  bahwa 
^negara-hegara  terbelakang  akan  dapa£  maharik  manfaat  yang 
seimbang*   ..  "  "(''-• 

Bag!  negaya-negara  yang  terbelakang  nasalah  yang  lebih 
essensiil  adalah  bagaimana  dapat , mas uk  secara  penuh  di  dalan 
ekonojgi; /dunia  itu?  Untuk  ini  yang  diperlukan  bukanlah  sekadar 
perbaikan  tatanannya  yang  berlaku»  tetapi  secara  essensiil 
bagainana , membuat  supaya  ekonominya  masing-raasing  menjadi 
sama  dan  parallel  dengan  ekonomi-ekonomi  negara-negara  yang 
majui  yaitu  syarat  pok«k  untuk  dapat  turut  berbisnis  seoara 
: penuh  di  dalam  ekonomi  dunia  tersebut.  Untuk  ini  negara-negara 
terbelakang  perlu  menasukkan teknblpgi  ke  dalan  tubuh  ekonani 
nasifMWlnya  dan  hal  ini  berarti  diperlukaiinya  suatu  prases 
transfer  teknologl  dari  negara  raaju  ke  negara  terbelakang i 

Perasaam  tidak  puas  dan  kekhawatiran  di  kalangan  negara- 
negara  terbelakang  menjadi  lebih..  besar  lagi  dengan  timbulnya 
kesadaran  bah&ra  untuk  i^er'taiaa -  kalinya  s  el  ana  ^00  tahun  —  so— 
raenjak  akhlr  a  bad  ke-XVI  di  nana  jterkataan  *»kedaula.tan**  untuk 
perfcaoa  kalJLriya  diftiptakan — -  kesatuan  teritorial  polltik 
tidak  lagi  bersanaan  dongan  kesatuan  teritorial  okonomii  Ke- 
nyataari  iril  menimbulkan  kekhawatiran  berhubung  ,ia  dirasakan 
sebagai  ancaman  nasional;  sesedikitnya  sebagai  ancaman  terha- 
dap  pemerintahan  nasionali  Ancaman  ini  semakin  hari  menjadi 
semakin  dikhawatiri  berhubung  sa'mpai  . sekarang  ini  belum  a  da 
dirunuskani suatu  "workable  theory"  raengenai  ekononi  dunia* 

Akibatnya  adalah  bahvra  dewasa  ini  belum  a  da  terbukti  satu 

-,■    .  ir;  !  ;;'  -P. 

politik  ekfnoni  previsionil  efektif,  bahkan  tidak  ada  datang 

dari  negara-nogara  naju  sekalipun.  Ini  pulalah  sebabnya  kita 

i  '■'  '' 

melihat  ke#endarungan  yang  semakin  besar  daripada  politisasi 
urusai>*urusan  ekonomi. 


STABILITAS  HARGA  KOMODltfl 

•■  ■■•  -  '  -*    —»■■■■■■'  ■ 


J.  PA NGLA YEtM 


Tema  pembahasan  Commodity  Price  Stability  adalah.  suatu 
tema  yang  luas  dan  konpleks  sekaliy  Dalam  hubungan  ini  yang 
pertana-tama  harus  dibahas  adalah:  sebab  rausabab  instabilitas 
pasar  komoditi  itui  Fenibahasan  instabilitas  ini  raeliputi 
pentingnya  komoditi  ini  untuk  negara^riegara  berkembang,  faktor- 
faktor  bersifat  jangka  panjang,  menengah  dan  pe'ndek  yang  mem-,-, 
punyai  pengaruh  pada  has il  dan  harga  komoditi  itui  monopoli 
dan  nonopsoni  yang  dipegang  61  eh  para  pengusaha^  ponsuplai, 
dan  sebagainya.  Dalam  rangka  penstabilan  h&rga  aspek  penting 
lainnya  adalah  pengavas an  komoditi  dan  kebi  jaksanaan. yang 
dilakukan  pada  tingkat  nasional  (commodity  controls  and 
national  devices).  Pada  tingkat  regional  dan  internasional 
kita  mendapatkan  kerjasama  dalam  bentuk  buffer  funds  $  assosiasi 
para  produsen  (misalnya  karet ) ,  kontrak  multilateral  dan  se-  • 
bagaihyai  Pada  umumnya  inilah  aspek-aspek  yang  raenperoleh 
perhatian  para  pembahas  karangan-karanganj  position  papers , 
buku-buku.  • 

Dalam  penelaahan  berbagai  aspek  komoditi,  sebagian 
aspek  sonopoli  dan  monopsoni  traders  pernaii  dibahasi  Akan 
tetapi  menurut  pengaaatan  kamivjarang  sekali  aspek  komoditi 
negara-negara  berkenbang  dilihat  s'ecara  sert3a  lembaga. . 
(institutional  approach) •  Dengan  pandangan  serba  lerabaga 
kita  hendak  raenuju  ke  bidang  yang  lebih  konkrit,  yaitu  yang 
dikenal  oleh  kita  seraua  sebagai  bisnisi  Jilca;  kita  membahas 
aspek  monopoli  dan  monopsoni,  berarti  kita  merapelajari  teori 
suatu  kelompok  perusahaan  besar  yang  menjadi  pembeli  dan 
kelompok  perusahaan  besar  yang  menjadi  penstiplaii  Yang  hendak 
kita  bahas  adalah  aspek-aspek  organisasi  dan  struktur  peru- 
sahaan  yang  bergerak  di  bidang  perdagangan/produksi  komoditi 
teroebut  untuk  iaendapatkan  bahan  perbandingan  dan  pemikiran; 
Bahan-bahan  dan  data  sebagian  besar  diperoleh  di  Indonesia 
dan  berbagai  pengalacan— pengalaman. 
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TJftfigpa-negara  ASEAN  dan  Komoditi 

Appendix  I  memporlihatkan  bahan-bahan  mentah  industri 
dan  bahan-bahan  raakanan  yang  'diekspor  oleh  negara-negara 
AS3AII  Ice  pasar  dunia.  Terkecuali  Singapura;  negara-negara 
ASEAIT  menunjukkan  ketergantungannya  pada  ekspor  untuk  hasil- 
hasil  devisai  Singapura  sudah  tentu  mengiripor  bahan-bahan 
mentahnya  dari  negara-negara  ASEAN,  kecuali  mitiyak  yang  se- 
bagian  besar  diimpor  dari  Tiaur  Tengah,  Untuk  Indonesia, 
minyak  dan  kayu  merupakan  s umber- s umber  dovisa  yang  vital 
sekali,  sedangkan  untuk  Malaysia*  karet,  kayu,  timah  dan  palm 
oil  merupakan  cumber- cumber  utama;  Untuk  Thailand  sumber- 
sumber  utama  ialah  beras,  jagung,  tapioka  dan  karet;  sedang- 
kan untuk  Pilipina,  gula,  tembaga  dan  kayu  merupakan  suraber- 
suraber  vital,  Untuk  negara-negara  ASEAN  kayu  dan  karet  meru- 
,pakan  bahan-bahan  mentah  industri  yang  diprodUsir  di  empat 
negara  a nggotanya  dan  sobagian  kecil  diproses  atau  ditransfer 
nielalui  Singapura* 

Appendix  II  menggambarkan  hasil-hasil  perdagangan  negara- 
negara  ASEAN  dan  jumLah  cadangan  pada  alchir  tahun  197^;  Mung- 
kin  sekali  cadangan  pada  akhir  tahuri  197**  akah  mengalami  ke- 
raunduran  karena  hasilrhasil  bahan  mentah  terus  raeiiuruh.  Walau- 
pun  hariga  rainyak  meningkat  naniun  perraintaan  menurun  sebagai 
aklbat  depresi  di  negara- negara  industri.  Indonesia  dengan 
hasil— hasil  minyak  memperlihatkan  jumlah  ekcpor  yang  meningkat 
dan  tertinggi  di  antara  negara-negara  ASEANi  khususnya  jika 
dibandingkan  dengan  tahun-tahun  yang  lalu.  Untuk  impor, 
Singapura  mempunyai  jumlah  yang  tertinggi  di  antara  hegara- 
negara  ASEANi  Sebagian  besar  impor  ini  tidak  dikonsumir  di 
Singapura,  akan  tetapi  diekspor  kerabali  misalnya  ke  Indonesia. 
Uraumnya  pengusaha-pengusaha  di  Indonesia  nenbuka  L/C  nielalui 
Singapura  sedangkan  barang-barangnya  dikirim  langsung  ke 
Indonesia •  Ini  berarti  bahwa  secara  resmi  barang  dibeli  raela- 
lui  Singapura; 

Appendix  III  memperlihatkan  pola  perdagangan  salah  satu 
negara  ASEAN  yaitu  Indonesia.  Di  sini  kita  nolihat  bahwa  dalam 
ekspor  bahan-bahan  mentah,  hampir  53«^$  diekspor  ke  Jepang 
dan  12$  lagi  yang  molalui  Singapura  diekcpor  kembali  ke  Jepang, 
karena  itu  Jepang  sebagai  pembeli  utama  raengambil  peranan 
yang  vital  sekali,  cehingga  apapun  yang  ter jadi  dalam  pereko- 
nomian  Jepang  akan  mempengaruhi  penghasilan  devisa  Indonesia. 
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Demikian  juga  dengan  negara-negara  ASEAN  lainnya  seperti 
Malaysia  dan  Thailand.  Kesulitan  ini  menjadi  lebih  besar  de- 
ngan adanya  sistim  "package  deal"  Jepang  sebagai  usaha  mereka 
nendapatkan  "grip"  pada  suplai  bahan-bahan  raentah  dari  negara- 
negara  ASEAN,  Bantuk-bentuk  package  deal. seperti  nodal  kerjaj 
kredit  untuk  raesin-mesin  dan  sebagainya  meraungkinkan  Jepang 
sebagai  pasar  terbesar  nengontrol  bagian  JLogistik. 

Appendix  71  raenggambarkan  kacrposisi  ekspor  Indonesia 
dalara  arti  sumbangan  berbagai  bahan-bahan  mentah  kepada  hasil 
devisa  Indonesia*  Kita  melihat  bahwa  tiga  raacam  bahan  raentah. 
industri  menentukan  hasil  devisa  Indonesia.  Minyak)  kayu  dan 
karet  menyumbangkan  kurang  lebih  83,1%  kepada  hasil  devisa) 
dengan  minyak  sebesar  71  Ini  berarti  bahwa  penghasilan 

minyak  sangat  penting  untuk  Indonesia. 

Dapat  dibayangkan  suatu  penurunan  perraintaan  sebesar  10$ 
saja  sudah  berarti  penurunan  sebesar  US$  500  juta.  Penurunan 
penghasilan  yang  hebat  terjadi  di  sektor  perkayuan,  Sebeluo- 
nya  harga  kayu  rata- rata  sekitar  US$  75/30  per  M3  tetapi  harga 
dewasa  ini  hanya  sekitar  US$  h0/k2,  berarti  sudah  mengurangi 
hasil  devisa  kayu  sebesar  kurang  lebih  50%  atau  US$  360  juta. 
Ditanbah  dengan  penurunan  harga  karet,  mungkin  sekali  peng- 
hasilan devisa  Indonesia  akan  raenurun  sampai  kuxvng  lebih 
US$  1  milyar,  suatu  junlah  yang  sangat  berarti  untuk  mem- 
biayai  pembangunan  Indonesia.  Hal  ini  sekaligus  neabuktikan 
bahwa  stabilitas  harga  dan  permintaan  sangat  vital  bagi 
negara-negara  ASSAII  uaumnya. 

Setelah  kita  melihat  secara  garis  besar  ketergantungan 
Indonesia  dan  negara-negara  ASEAM  pada  pasar-pasar  di  berbagai 
negara  industri*  sudah  waktunya  kita  meninjau  raasalah  yang 
lebih  dekat  dan  dirasakan  secara  langsung  oleh  mereka  yang 
menjadi  pengekspor  konoditi,  Dalam  hubungan  ini  kani  hendak 
niengarahkan  perhatian  pada  usaha-usaha  Indonesia  dan  usaha- 
usaha  Jepang  dilihat  dari  sudut  serba  lerabaga.  Menurut  pan- 
dangan  kami  aspek  ini  yang  seringkali  tidak  diperhatikan  oleh 
mereka  yang  mengadakan  studi  tentang  komoditi  dan  stabilitas 
harga. 
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Peivfof^ng&n  Keraoditi  Indonesia 

Produsen-produsen  konioditi  industri  dan  nakanan  (seperti 

karetj  kopi,  teh  dan  sobagainya )  adalah  sebagian  besar  rakyat. 

Proses  pengumpulan  dilakukan  berdasarkan  cu&tu  sistim  yang 

raenyebabkan  produsen  keoil  hanya  menerima  cebagiaii  kecil  hasil 

ekspors  Karena  ' jural ah  prpdusen  kecil  yang  tersebar  di  daerah 

produksi  tidak  cukup  besar  dan  tidak  mempunjrai  pengetahuan 

oukup  tentang  pacar  donestik  dan  internasional  maka  mereka 

■  $ 

pada  umumnya  tergantung  kepada  raereka  yang  berada  di  kota-kota 
besar~me nengah- kecil . 

Pedagang  ke#i.l-menengah-besar  sebagiari  besar  juga  tergan- 
tung  pada  pihak  ketiga  apakah  domestik  atau  asing,  Karena 
mereka  harus  mengadakan  pengumpulan  dari  partai  kecil  sampai 
partai  besar.,  raereka  membutuhkan  pre- financing  sebelum  mereka 
dapat  raengekspor  (menerima  hasil)  kepada  penbeli-pembeli.  Pre- 
financing ini  mungkin  sebagian  diperoleh  dari  bank-bank  negara 
dan  bank  asing  domestik  dengan  bunga  yang  agak  tinggi,  dan 
iuituk  mereka  yang  raerapunyai  kepercayaan  di  luar  negeri  diper*- 
kenankan  raeraperoXjeh  pre— financing  melalui  sistim  "Red  Clause 
L/C"e  Ini  berarti  bahvra  para  ek»pnrtir  tersebut  tergantung 
pada  beberapa  perabeli  di  luar  negeri  yang  besar  dan  raerapunyai 
eukup-^ukungan-  f  inansill  dari  bank- bank.  Dengan  perkataan  lain 
produsen  ket&l-  bahan  industri  seperti  karet^  kopi,  tengkawang^ 
gaplek5  cattle  food  dan  sebagaJLnya  bersama-sama  dengan 
eksport±2?»ya  tergantung  pada  perabeli  luar  negeri  yang  besar 
dan  dengaxu  demxkl an  pjambayarannya  tergantung  pada  keuangari 
yang- -ditransf er  dari  luar  negeri  iaelaliii  berbagai  maoain  care. 

Perdagangan  .komoditi  seperti  karet  rakyat  berada  dalam 
tangan  pengusaha— pengusaha  raenengah-kecil  dan  di  lain  pihak 
mereka  menghadapi  perabeli-perabeli  besar  dari  luar  negeri  yang 
mempunyai  dukungan  financing  yang  cukup  kttat,  Produsen  hasil- 
hasil  perkebunan  umumnya  berada  di  tangan  perusahaan  negara 
3ehingga  mungkin  sekali  bank-bank  negara  akan  member!  bantuan 
yang  cuktnii  Di  bidang  per tambangan  sebagian  besar  perusahaan 
ada  di  tangan.  jpeiruijahaan  negara  seperti  Pert  ami  na  (untuk 
minyak).-  Pfl  Timah  (untuk  timah),  PH  Aneka  Tanbang  (untuk  iron 
sandj-  bauksit  dan  3ebagainya)«  Perusahaan— perusahaan  ini 
umumnya  jauh  lebih  besar  dan  keuangannya  juga  jauh  lebih  baik 
di  banding  kail  dangan  katogcrrl  pertaoa.  Yang  ingin  kani  perhatika 
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adalah  golongan  pertaiaa  yang  terutama  njotiyaogkut  seoara  lang4" 
sung  penghasilan  jutaan  produsen  kecil,  yaitti  sektor  hasil 
rakyat  yang  mensuplai  dunia  dengan  hasil-hasil  bahan  mentah 
industri. 

Strukfeur  dan  Organ! sasi  Perusahaan  . 

Jika  klta  meninjatf  struktur  dan  organisasi  perusahaan 
di  Indonesia  pada  khususnya  dan  raungkin di, negara-negara  ASEAN 
pada  umumnya,  raenurut  ukuran  internasional  porusahaan-perusaliaan 
ini  tergolong  me  no ng ah.  dan  kecil.  Mengenai  pemilikan,  umumnya 
perusahaan-perusahaan  ini  adalah  milik  keluarga  dan  beberapa 
kelompok  saja*  Dilihat  dari  struktur  menejemen  dan  organisasi, 
perusahaan  tersebut  sebagian  besar  dilola  oleh  non-professionals, 
tetapi  oleh  para  kerabat  atau  para  pemilik  sendiri.  Dengan  per- 
kataan  lain  yang  menawarkan  hasil-hasil  bahan  mentah  industri 
ki-ta  adalah  perusahaan  kecil-menengah  yang  mempunyai  akses 
yartg  terbatas  di  pasar  keuangan  internasional  dan  pengetahuan 
tentang  pasar  internasional  yang  terbatas  pula,  padahal  rialara 
realiias  nereka  neiighaxiapi  perusahaan-perocalxaan  besar  dan 
raksasa.  Karena  sebagian  besar'  elcspor  kita  diarahkan  ke  Jepahg 
naka  yang  paling  realisiis  adalah  menlnjau  hubungan  pordagang- 
an  kita  dengan  Jepang* 

Khusus  .dalam  bargaining  di  bidang  kajruj  perusahaan 
Indonesia  yang  bo r jural ah  ratusan  dihadapkan  dengan  perusahaan 
besar  yang  mungkln  dikuasai  oleh  sepuluh  besar.  Bukan  saja 
peruaitha» n-perusaha,ah  .kecil-menengah  tersebut  dihadapkan  pada 
sepuluh  besar,  tetapi  perusahaan  Indonesia  itu  juga  berada 
dalam  suatu  hubungan  dengan  perusahaan  besar i  Hubungan  hutang 
ter ja&i  dalam  b©n£uk  suplai  raesin-mesinj  alat-alat  dan  raungkin 
sekali  modal  kerja»  Pengusaha— pongusaha  Indonesia  memang  yang 
menjadi  pemilik  dan  pemegang  konsesi,  tetapi  dalan  praktek 
bargaining  position  sangat  lemah,  karena  pasar  dikuasai  oleh 
sepuluh  besar  ini,  Karena  Ipu  Walaupun  dalam  praktek-  herga 
pasar  baik,  tetapi  karena  adanya  berbagai  ikatan  lain,  raungkin 
sebagian  besar  keuntungan  tidak  raasuk  ke  tangan  perusahaan 
Indonesia  (devisa  negara)  dan  jatuh  ke  tangan  perusahaan  besar 
itu. 

Yang  soring  dilupakan  dalam  hubungan  dagang  ini  adalah 
sepuluh  besar  dan  raksasa  perusahaan  Jepang  ini  juga  merupakan 
suatu  konglomertnt  dan  dalam  kenyataan  meroka  dapat  raenyediakan 
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suatu  assortinen  kepada  para  perabeli  di  pasar  lnternasional* 
Meroka  tidak  sa  ja  dapat  nenyediakan  kayu,  tetapi  juga  karet; 
iron  sand,  minyak,  hauksit,  dan  sebagainya  yang  didatangkan 
dari  berbagai  sumbor  3Uplai  di  negara-negara  lain;  sehihgga 
dapat  rnomborikan  suatu  full  range  service  kepada  konsuinen  di 
pasar  Jepang  dan  pasar  internasional;  Beluni  lagi  diporhitung- 
kan  ja3a-jasa  3©perti  informasi-r  :  pombiayaan  dan fasilitas-  " 
fasilitas  lain  yang  ada  hubungannya  dengan  perdagangan,  in- 
dustri i  p^tfkapalan,  asuransi,  "teknolbgi  dan  pongetahuan  ten- 
tan^  pasar  Internasiohal  serta'  jaringan  internasional  yang 
tersediac  'dalam  organisas'ii 

Hal  ini  berarti  bahwa  vralaupun  PM  Miki  ingin  memb^r^u 
dan  mempersiapkan  suatu  konsep  tentang  dana  untuk  raenstabil- 
kan  harga  dan  lain-lain  yang  sec ara  makrq  akan  dapat  rmombantu 
negara-negara  pro du sen  bahan  men tah ,  dalam  ke nya taannya  di- 
lihat  dari  sudut  serba  lombaga^f  organisasi;  sepuluh,  besar  ter- 
sebut  akan  selalu  menang  di  atas  angin.  Kita  harus  dapat  me-  . 
lihat  kenyataan  ini  dalam  menghadapi  negara-negara  industri 
dan  khususnya  Jepang . 

Jlka  negara-negara  suplai  bahan  raentah,  melihat  realitas 
ini  maka  adalah  salah  kalau  kita'-  terus  berpilcir  dalam  rangka 
usaha— usaha  kocil  dan  menengah*  Kita  tidak  akan  dapat  menarlk 
raanfaat  yang  sebesar— besar nya  dari  suatu  kedudukan  apakah  ihi 
dalan  keadaan  pasar  menurun  atau  meningkat. .  .Karena  tidak  dapat 
menandingi  ^rang  besar/  bargaining  position  kita  akan  selalu 
dalan  kedudukan  yang  lemahi  Jika  negara-negara  suplai  tidak  ,. 
dapat  nienciptakan  organisasi  dan  usaha-usaha  yang;  oukup.,  besar 
dalam  rangka  perdagangan  hasll-hasil  bahan  nentah  industri 
yang  dikombinir  dengan  jasa- jasa  us aha  lain  sehingga  dapat 
menyediakan  asaortimen  barang  serta  jasa r seperti  sepuluh 
besar  itu  yang  didukung  oleh  lembaga-lembaga  keuangan, 
lembaga-lembaga  jasa  lainnya  seperti  perkapalanj  asuransi 
dan  sebagainya}  maka  kita  tidak  akan  dapat  meningkatkan  pen- 
dapatan  negara  dari  bidang  ini  dan  najib  rakyat  yang  hidup 
sebagai  produsen  kecil»  Dalam  hal  ini  pengortian  dan  dukungan 
pemerintah  akan  sangat  nonentukan. 


Partnership  ya^r  diu^ulkan  oleh  if.:f.Ros;;;r.j 

Rostow  dalam  karangannya  berusaha  agar  bahwa  politik 
konfrontatlf- dapat  diarahhsan  ke  suatu  politik  partnership. 
Partnership  yang  dikehendaki  oleh  Rostov//  dapat  dirumuskan 
sebagai  berikuts  .  . 

(1)  Harus  ditemukan  suatu  fcujuan  yang  dapat  diterima  oleh 
semua  pihok  (common  objective  K  V. ,  ....j the  common  task 
is  to  generate  the  resource  expansion^  conservation  and 

new  technologies  which  \./ill  permit  the:  early  corners  to 
industrialization  to  continue  to  evolve  constructively 
f/hile  permit  ting  the  to';  develop  fully  their  own  versions 
of  fully  modernised  societies. 

(2)  Negara-negara  OECD _harus  mengembalikan  perekonomian  ke 
arah  full  employment  dan  perkembangan  yang  teratur.  Karena 
ini  juga  akan  menyangkut  perkembangan  negara-negara  suplai 
bahan  nentah  industri. 

(3)  "The  OECD  world  must,  in  conjunction  with  oil  procedurs 
with  small  populations,   supply  1  a rg  c  a^L  Regular  additional 
flows  of  f  oreign; add  on  a  long  term  basis  to  those,  hit 
hardest  by  the  price  revolution".. 

(h)  Harus  ada  kerjasam^  masal.antara-  North  -  South  untuk  dapat 
raemperbesar  produksi  raakahan  di  negara-negara  yang,  sedang 
berkembang. 

(5)  Kasalah  pengawasan  tingkat  kelahiran  di  negara-negara 
yang  sedang  berkembang  harus  diberi  prioritas  utama  dar. 
dilaksanakan  dengan  sxihgguh-sungguh.       .  . 

(6)  lie  must  come  to  a  more  general  bargain  centered  on 
the  research  and  development  capacities  of  the  Norths  and 
the  raw  material  resources  of  the  South". 

Anjuran  Rostow  dalam  me ngajukan  partnership  semuanya  di- 
lihat  dari  sudut  makro  sebagai  auatu : kebi jaksanaan  yang  harus 
diselenggarakan  oleh  pemerintah  pada  tingkat  internasionai , 
sehingga  dengan  demikian  dapat  memberikan  dasar-dasar'  baru 
pada  Tatanan  Ekonomi  Lunia  Baru.  Tetapl  kita  tahu  bahwa  dalam 
real'itas  apa  yang  dioetujui  dan  tercapai  pada  tingkat  makro 
belum  tentu  memberi  manfaat  kepada  nereis  yang  berusaha  pada 
tingkat  mikro.  Ketidak-seirabangatt  pada'  ti  ngkat  mfltkro/  yaitu 
tingkat  naslonal,  akan  dapat  menggoncangkan  atau  menghilangkan 
manfaat  yang  teiah  dioapai ''oleh  para >peru::ius  : pada  tingkat  makro 
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Dalam  hubungan  ini  kami  ra^fetu  jui  sekali  usaha-usaha 
ahli  seperti  Rostow  dan  lain-laln  peraikir  Iconsep  ET©w 
International  Recta  critic  Order,   tetapi  kami  porlu  raemberikan 
catatan  di  sini  bahwa  sonua  hanya  dapat  borjalan  dan  akan  bor- 
manfaat  untuk  negara-negara  yang  sodang  berkerabang  jika  aspck 
roikr.o  'diberi  perhatian  Idiusii^  dan  sorius.- Anjuran  ini  sebetul- 
nya  lebih  berlaku. t.eruta."ia  Untuk  rnereka  yang  berusahia  di  bidang 
polaksahaan.  Di  sini  kebijaksanaan  p'emerintah  nasional  harus 
dapat  aengarahkan  struktur  organisasi  perusahaan  yang  berke- 
cinpung  dalani  produksi  dan  perdagangan-raarketing  bahan-bahan 
mentah  industri  dan  makanan  ke  'arah  penbentukan  organisasi 
yang  lebih  besar,  efisien, dan  of ektif .  Hal  ini  berarti  balivra 
negara-negara  yang  sedang  berkembang  harus  dapat  mengikuti 
trends  di;  dunia  internasional  dan  meraang  tornyata  bahwa  hanya 
dengan  organisasi  yang  besar  di  bidang  perbankan,  asuransi, 
perkapalan,  trading  dan  sebagainya  kita  dapat  secara  efektif 
raembantu  menciptakan  dan  berpartisipasi  dalan  peinbentukan 
kondisi  ke  arah  suasana  dan  iklim  untuk  ineiapertinggi  kemakmur- 
ah  negara  dan  rakyat. 

Seaangat  anti-bisnis  yang  mulai  timbul  di  Inggris, 
Anerika>  Australia  telah  saenyebabkan  kemunduran  ekonorai  dan 
dengan  demikian  mempunyai  pengaruh  yang  besar  terhadap  tingkat 
hidup  rakyat  dan  penghasilan  negara  serta  Icapasitas  dan 
kapabilitas  meraportinggi  kemakmuran  negara  dan  rakyat;  No roan 
Macrae  dalam  The  So ononis t  tanggal  25  Oktober  1975  rnenyatakan 
bahwa  bisnispun  sudah  nulai  dibirokratisir;  kohilangan  di- 
naraisae;  dan  lebih  bahaya  lagi  di  negara-negara  Barat,  khusus- 
nya  Araerika,  terdapat  pandangan  yang  bersifat  anti-growth, 
anti-business  dan  sebagainya  padahal  yang  telah  menibawa  kemak- 
muran secara  konkrit  adalah  justru  kaun  entrepreneur  yang 
menjadi  pionir  perusahaan  besar t  Mungkin  sekali  go jala-ge jala 
yang  demikian  juga  sudah  mulai  timbul  di  Jepang  sehingga  po- 
raerintah  yang  pada  dasarnya  didukung  oleh  big  business  raulai 
meraperlihatkan  pandangan  yang  agak  nulai  tidak  lag!  sama  de- 
ngan big  business;  Ini  disobabkan  oleh  adanya  tokanan-tekanan 
persi  intelektuil,  dan  para  tooritisi  yang  nolihat  nasalah 
environaent  dan  sebagainya  sebagai  raoraok  dan  nonyalahkan 
semua  ini  kopada  big  business.  Macrae  selanjutnya  riengatakan 
bahwa  jika' negara  mulai  raemusuhi'  bisnis  yang  dianggapnya  me- 
rupakan  pombawa  dan  pelaksana  komakmuran  negara,  rjaka  negara 
itu  alcan  raongalani  keraunduran  3eperti  halnya  dengan  Inggris 
dan  nungkin  juga  Australia. 
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Kami  berpendapat  betapa  pentingnya  aspek  serba  lembaga 
di  negara-negara  borkembang  diperhatikan  dan  diberikan  priori- 
tas  yang  tinggi;"  Negara-negara  ASEAN  harus  dapat  menciptakan 
orgariisasi  dan  unit  yang  cukup  besar  dan  efisien;   se^rta  didu- 
kung  oleh  lembaga-leriibaga  yang  seirnbang  sebagai  prasarana  bis- 
nis,  sehlngga  sektbr  swasta  secara  teratur  dapat  member ikan 
semaoara  equal  partnership  dalam  melaksanake^n  konsep  seperti 
telah  diajukan  oleh  Rostov, 

Tanpa  mengadakan  rostrukturing  dan  reorganisasi  perusahaan- 
perusahaan  (yang  dewasa  ini  dalara  kenyataan  nerapunyai  struktur 
atoraistis)  kita  tidak  akan  menjadi  partner  yang  setara,  sehing- 
ga  walaupun  kita  tidak  nencapai  persetujuan  partnership  pada 
tingkat  makrb,  pa,da  tingkat  mikro  masih  dapat  tiiabul  friksi 
dan  ketegahgan  yang  dapat  menyebabkan  ke tidak- stabilan  yang 
pada  gilirannya  tidak  caembantu  pelaksanaan  yang  it ol ah  tercapai 
pada  tingkat  raakroV  Irii  merupakan  suatu  tantangan  bagi  pimpinan 
bisnis  dan  entrepreneur  di  negara-negara  ASEAN.  Untuk  dapat 
menghilangkan  dan  adngatasi  suasana  kcngsi  keluarga,  kelompok 
dan  sebagainya  harus  bersedia  memperkembangkan  usaha-usaha  ke 
arah  perusahaan  yang  lebih  besar  dan  efisienj  dipimpin  oleh 
profe^ional  tidak  s a  jr.  dalam  bentuk  akan  tetapi  juga  dalam 
kenyataannya •  .  ; 

Kesimpulan 

Kita  melihat  betapa  negara-negara  ASEAII  sangat  tergantung 
pada  penghasilan  bahan  mentah  industri  dan  nakanan*  Negara- 
negara  seperti  Indonesia,  Thailand,.  Malaysia i  dan  Pilipina  me- 
nunjukkan  ketergantungan  rnereka  pada  hasil-hasil  seperti 
karet,  timah  dan  sebagainya,  sedangkan  Singapura  monerima  se- 
bagian  has il -ha oil  ini  untuk  diproses  dan  disalurkan  ke  dunia 
internasional,  Kegoncangan  harga-harga  dan  ketidak-3tabilan 
perraintaan  akan  dapat  menghambat  pelaksanaan  berbagai  rencana 
pembangunan  dan  akan  raenbawa  kemelaratan  khususnya  pada  pro- 
dusen  kecil  yang  tersobar  di  seluruh  ASEAN  terutame.  di 
Indonesia; 

Produsqn— produsen  kecil  dan  perusahaan  inenengah-kecil  dalam 
banyak  hal  tergantung  dan  mempunyal  po3ioi  7/ang  lonah  terhadap 
pembeli-pembeli  di  luar  negeri  yang  pada  unumnya  terorganisir 
dalam  perusahaan  yang  bo3ar  dan  raksasa,  khususnya  jika  kita 
melihat  ini  dalan  rangka  hubungan  dagang  Indonesia  -  Jepangi 
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Ketode  seperti  paokage  deal  dan  cara  lain-lain  telah 
mengikat  produsen  Indonesia  untuk  mengirim  dan  raengekspor. 
barangnya  kepada  sejumlali  keoil  pembeli  di  Jepang.  Eetidak- 
seiiobttngan  kekuatan  pada  tingkat  pengusahaan  dapat  merupaka.n 
f aktpr  penghalarig  besar  dan  dapat  membahayakan  partnership  • 
yang  mungkin  akan  teroapai  pada  tingkat  tsakro. 

Sekalipuh  konsep  Rostov  dapat  diterinia  oleh  negara  in- 
dustri  dan  negara  konsunen  dalam  rahgka  raencapai  icons ensus 
tentang  suatu  ooanon  objective,  namuh  jika  negara-negara  yang 
sedang^berkenibang  (supplying  nations)  tidak  dapat  menoiptakan 
qrganisasi  yang  efisien  dan  efektif  yang  dapat  membgrikan 
kapabilitas  dan  kapasitas  untuk  menciptakan  bargaining  power i 
juga  jika  pemerintah  di  negara-negara  ASEAN  tidak  meniberikan 
prioritas  tinggi  kepada  aspek  ini,  maka  tidak  saja  Zcorisep  AS3AII 
akan  terlambat  dilaksanakan,  tetapi  juga  dapat  raeniadakan  apa 
yang  teroapai  dalam  partnership  pada  tingkat  makro  seperti 
yang  telah  diajukan  oleh  Rostov* 

Masalah  ini  kerupakan  tantangan  bagi  entrepreneur  dan 
piiapinan  bisnis  di  Asia.  Jika  tidak  dipahami  sedai*a  aendalam 
dan  ditangani  dalam  waktu  singkat  dan  didorong  oleh  kesadaran 
yang  nendfilara,  prosjjek  kita  untuk  memanf aatkan  apa  yang  akan 
teroapai  di  kawasan  ASEAH  dan  dunia  internasional  akan  dinikrfiati 
lebih  banyak  oleh  usaha-usaha  besar  di  negara-negara  'Industrie 
khususnya  Jepang. 
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APPENDIX  I 

/ 

1974  -  US$  MILLION 


Industrial  &  Pood      Indonesia    Malaysia    Thailand    Philippines  Singapore 

1 .  Crude  Oil  & 

-■  Product  5, 30.9  292 

2.  Processed 

Petroleum  -I  ^g-j 

3.  Rubber  487         1,249  247 

4.  Processed 

Rubber  ggO 

5.  Tin  .Ore  & 

Construction  170  656 

6/  Logs  &  Timber  725  663 

7.  Wood  237 

8.  Copper  389 

9.  Hamp  37 

10.  Kenaf  41 

11 .  Palm  Oil  & 

Palm  Kernel  175  470 

12.  Coffee  101 

13.  Sugar  389 

14.  Corn  293 

15.  Tapioca  188 

16.  Rice  .  480 

17.  Tobacco  36 

18.  Tea  44 


Source:  International  Financial  Statistics,  July  1975  and  Indonesian 
Government  Sources. 
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1974  -  US$  MILLION  . 


Country 


Export 


Import 


Reserves 


Per  capita 
income 


Indonesia  .  7,361 

Malaysia  4,409 

Thailand  2,469 

Philippines  2,671 

Singapore  6,128 


3,367 
4,071 
2,008 
3,115 
8,287 


1  ,492 
1  ,618 

1,855 

1 ,504 
1,765 


100 
462 

197 
185 

1 ,566 


Siurce:  International  Financial  Statistics,  MAS  Quarterly  Bulletin 
Vol.  2  No.  4. 


APPENDIX"  III 

PATTERN  OP  TRADE  -  INDONESIA 


Export  Import 

Asia  :  66.0  55.2 

Japan  (53.4)  (29.4) 

Others  (Singapore)  (12.6)  (25.8) 

Africa  0.3  0.6 

Australia  &  Oceania  0.3  3. 7 

America  :  27.3  17.3 

USA  (21.3)  (15.9) 

Others  (  6.0)  (  1.4) 

Eur»pe  6.1  23.2 


APPENDIX  IV 

INDONESIA  %  OP  TOTAL  EXPORT 
 .  i  


1974 


1.  Oil  «  71.4% 

2.  Lumber  10.0% 


3.  Rubber 

4.  Palm  Oil 


6.7/o 
2.3% 

5.  Tin  2.2% 

6.  Coffee  1.4% 

7.  Tea  0.6% 

8.  Tobacc*  0.5% 

9.  Palm  Kernel  0.1% 
10.  Others  4*5% 


PEftlMaA'IiaAH  KEUANGAN  PUSAT- DA  ERAS  "DI  INDONESIA  QEtfASA  INI 


IT,  ARSJAD 


Pendahuluan 

Kasalah  perimbangan  keuangan  atau  sering  disebut  hubungan 
keuangan  antara  Feraerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Federal  dengan 
Pemerintah  Daerah.  atau  Negara  Bagiari,  adalah  masalah  masa  lam- 
pau,  masa  kini  dan  juga  masa  depan*  Masalahnya  seakan-akan  tlada 
henti-hentinya  sepanjang  masa. 

Memang,  selana  sistim  peraerintahan  di  suatu  negara,  yang 
melahirkan  "sistiia  perimbangan  keuangan  itu  sendiri,  merupakan 
faktor  yang  dinanis,  maka  ma sal ah  perimbangan  keuangan  selalu 
muncul • 

-  ' 

Masalah  perimbangan  keuangan  bukan  hanya  nasalah  bagalmana 
menoukupi  dana  yang  setinggi-tingginya  guna  membiayai  kegiatan- 
kegiatan  peraerintahan  di  Pusat  raaiipun  di  Daerah,  tetapi  juga  ia 
nerupakan  ma sal ah  ef lsiensi  dan  keadilan,  bahkan  merupakan  masa- 
lah  bagaimana  dapat  memuaskan  selara  daerah- daerah,  suatu  hal 
yang  sangat  subyektip  dan  sukar; 

Berdasarkan  pengalaman  di  Indonesia  (tehtu  di  negara-negara 
lain  juga}^  berbioara  tentang  perimbangan  keuangan,  orang  selalu 
tidak  puas  akan  hasilnya*  Banyak  krltik-kritik  dilontarkan  orang 
sebagai  pernyat&an  tidak  puas,  bahkan  pernyataan  ini  terlalu  se- 
pihak  dan  emosionil.  Jarang  orang-  mau  mellhatnya  dalar?  kerangka 
yang  menyeluruh  dengan  raemperhatikan  konsistensinya  dj.  dalam 
suatu  sis tin* 

Masai ah  perimbangan  keuangan  itu  timbul  sebagai  akibat  ada- 
nya  pembaglan  kegiatan  (tugas  dan  wewenang)  antara  pelbagai  ting- 
,kat  pemerintah  di  sua tu  negara;  Pada  g^ilirannya,  masalah  pembagi- 
an  tugas  antar  pelbagai  tingkat  pemerintah  Itu  timbul  karena 
wilayah  suatu  negara  adalah  relatip  luas. 

Jadi  perimbangan  keuangan  (financial  verhoudlngen/inter- 
goveramental  fiscal  relationships)  dapat  diartikan  sUatu  3istim 
yartg  mengatur  bagaimana  earanya  sejurilah  dana  dibagl  antar  pel- 
bagai tingkat  penerintah  untuk  menunjang  kegiatan-kegiatan 


30 


pemerintahan  pada  bermacan-raacara  tingkatannya  itu»  Sistin  ini 
juga  mengatur  bagaitnana  caranya  raertoa'ri  sunber-sumber  perabiaya- 
annya* 

Dilihat  dari  pengertian  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan 
bahwa  masalah  perinbangan  keuangan  neliputi  nasalah-nasalah  di 
sokitar  sunber-sunber  penbiayaannya  dan  maoalah-masalah  di  se- 
kitar  penggunaan  dana  tersebutc  Yang-  lebit.  pen ting  lagi  untuk 
diperhatikan  ialah  raasalah  penetapan  pola  penbagian  dana  untuk 
pelbagai  kegiatan  pecierintahan  di  Pusat  dan  di  Daerah  yang  ne- 
liputi penetapan  pola  dan  sistin  subsidii  penetapan  pajak-pajak 
dengan  sistin  bagi  hasilnya  (revenue  sharing)  atau  le'oih  luas 
lagi  bagainana  aenentukan  fragraentasi  struktur  pajak  yang 
overall  (fragmentation  of  overall  tax  structure)  di  dalan  arti 
bahwa  bagian-bagian  (portions)  dari  struktur  pajak  yang  overall 
ltu  dipungut  darn  diadministraslkan  oleh  pelbagai  unit  penerintah* 

Di  dalan  rangka  nenyusun  atau  nerumuskan  suatu  pola  penba- 
gian keuangan  yang  tepat  dan  baik  adalah  sangat  pen  ting  terlebih 
dahulu  nenetapkan  secara  terperinei  penbagian  f ungsi-fungsi 
(tugas  dan  wewenang)  antara  penerintah  tingkat  atas  dengan  pe- 
nerintah, tingkat  bawahannya«  Hal  ini  spring  dilupakan  di. dalan 
nenciptakan  sistin  hubungan  keuangan  antara  Penerintah.  Pusat 
dan .  Psmerintah  Basrah, 

H&r±  uraian-uraian  di  muka. dapat.  dikenukakan  bahtra  raencip- 
takan- suatu  sistin  perinbangan  keuangan  bukaniah  onertipakan..hal 
yang -mtktah; ..Kasal /a nnya  begi tu  runi t  ( korapl  eks j  dan  sal ing  kai t 
iaengkaiti  Banyak  t aktor-f akto-r  harttsv  -xjlpArtdHbahgkan  untuk  ne- 
nmuskan  suatu  sist in  perimhangan  ireuangan  yang  baik*  3i  sanping 
faktor*<fak£or  obyektip  teknis  ekononis/  juga  harus  dip&r  tiraba ng—  ' 
lean  faktor— f aktor  i»on.  ekononis  khususnya  faktor-faktor  politisi 


•  Slot in  Yang  Ada  Sekarang 

Pola  penbagian  keuangan  antar  pelbagai  tingkat  penerintah 
di  Indonesia  didasarkan  atas  suatu  Ironyataan  bahwa  sistira  peme- 
rintahan  di  Indonesia  raenganut  sistin  negara  kesatuan  (unitary 
sys  ten ) . 

Oleh  karena  wilayah  Republik  Indonesia  adalah  cukup  luas* 
terdiri  atas  pulau-pulau  besar  naupun  kecil^  naka  fungsi-fungsi 
penerintahan  d±bagi«bagi  di  antara  tingkat- tingkat  penerintah. 


31 


Ada  3  (tiga)  tingkat  penerintah  di  Indonesia  yaitu* 
(1)  Penerintah  Pusat „   (2)  Penerintah  Daerah  Tingkat  I  (sama 
dengan  Propinsi ) .. dan  (3)  Penerintah  Daerah  Tingkat  II  (saraa 
dengan  Kabupaten).  Dewasa  ini  di  Indonesia  terdapat  26  Propinsi 
dan  289  Kabupaten/Kotanadya.  Di  bawah  Kabupaten  terdapat  3«222 
Kecaoatan  dan  52,372  desa:  (lihat  lanpiran  I). 

Hubungan  antar.pelbagai  tingkat  peneri-itah  di  Indonesia 
dewasa  ini  diatur  di  dalari  undang-undang  tentang  Pokok-pokok 
Pemerintahan  di  Daerah  (UU  No©  5  tahun  197^)*  di  nana  Propinsi/ 
Kabupat an  diberi.  hak,  wewenarig  dan  ketra  jiban  untuk  mengatur 

;v         ....   . 

dan  mengurus  rumah  tangganya  sehdiri  sesuai  dengan  ketentuan- 
ketentuan  yang  berlaku.  Daerah  yang  diberi  hak  dan  wewenang 
semacam  itu  disebut  daerah  otonon. 

Selanjutnya  UU  No.  5  tahun  197^' .  t.ersebut  telah  nemuat 
ketentuan-«ketentuan  tentang  hubungan  f ungsi  antar  pelb&gai 
tingkat  peiaerintah  di  Indonesia.  Hubungan  f ungsi  tersebut  di- 
dasarkan  pada  pola-pola  hubungan  yang  menganut  sis tins   (1)  de- 
sentrali3aasi.   (2). Jbu^s^epb^ntu^'^  (nedebewind )  dan  (3)  dekon- 
sentrasi. 

•  ■  "  '--'V  i'S-  '  n  ■  '  '  "       *  ' 

SetAga^tiga  sis  tin  ,  tes^sefaufc  ditarik dari  suatu  kenyittaan 
(koh*«kwenai.  logia)  bciiwa  iifat  negara.  R»I»  adalah  negara  ke» 
satuan  yang  tunduk  pada  UUD  19^5  dan  dijiwai  oleh  Denokrasl  . 
Pancasila; 

,      Peng«rtian~pengertian  resmi  dari  des  en tral  i  sa  si  I  tugg^s 
p enbant uan  dan  ^ek^njgen^rasi^  (telah  dirunuskan  di  dalan  UU  HI 
Noi  5  tahun  197^*  yaitu  sebag&i  berikuti 

-  desentralisasi  adalah  pehye'rahan  urusan  penerintahan  dari 
Penerintah  Pusat  atau  Daerah  tingkat  atasnya  kepada  Daerah; 
menjadi  urusan  rumah  tangganya*  » 

-  tugas  penbantuan  adalah  tugas  untuk  turut  serta  dalam  ne-' 
laksanakan  urusan  pemerintahan  yang  ditugaskan  kepada  Peme- 
rintah  Daerah  oieh  Penerintah  Pusat  atau  Daerah  tingkat 
atasnya  dengan  kewajiban  merapertanggung— jav/abkah  kepada 
yang  nenugaskannyao 

-  dekonsentrasl  adalah  pelinpahan  wewenang  dari  Penerintah 
Pusat  atau  Kepala  Wilayah  atau,  Kepala ^nstansi Verfcikal 
tingkat  atasnya  kepada  pe jabat~pe jabatnya  di  daerah. 


Hubungan  antar  pelbagai  tingkat  peaerintah  telah  eiatur 
oleh  Undangwundang  yang  baru  (UU  No.  5/ 197k),  akan  tetapi  hu- 
bungan^ kouangan  antara  Perierintah  Pusat  dan  Ponerintah  Baerah 
dl  Indonesia  detrasa  ini  sooara  yuridis  nasih  diatur  oleh 
Undang-undang  yang  lara  yaitu  UU  No.  32  tahun  1956.  Valaupun 
sudah  diadakan  boborapa  porubahan,  u.ndang-undang  tersobut  so- 
dara  resni  belun  dicabut. 

Sistin  perinbangfth  kouangan  berdasarkan  UU  No,  32  tahun 
1956  ltu  dalan  garis  besarnya  adalah  se'bagai  borikuts 

ti  Menyerohkan  0  (dolapan)   jonis  pajak  pusat  (pajak  nogara) 
kepada  daorah  untuk  3 elan jutnya  dipungut  cebagai  pajak 
daorah.  Jenis-jenis  pa'jak  tersebut  adalahs 

a.  Pajak  Vcrponding  (untuk  Daerah  Tingkat  I) 

b.  Pajak  Yerponding  Indonesia  (untuk  Daorah  Tingkat  II) 
Cf  Pajak  Runoh  Tangga  (untuk  Daorah  Tingkat  I) 

d»  Pajak  Kehd&raan  Bernotor  (untuk  Daorah  Tingkat  I) 

04  Pajak  Jalan  (untuk  Daerah  Tingkat  II} 

f .  Pajak  Potong  (untuk  Daerah  Tingkat  II) 

kg.  Pajak  Kopra  (untuk  Daorah  Tingkat  II) 

h«  Pajak  Penbangurian  (untuk  Daerah  Tingkat  II) 

2i  Menyerahkan  sebagian  penerinaan  pajak  pusat  (revenue  sharing 
systen)  kepada  da or ah|  nisalnyas   (i)  pajak  peralihan,  pajak 
•upah  dan  pajak  neterai  diserahkan  kepada  daerah  ninimun  75% 
da.n -nalssinua  S0$»  (ii)  pajak  kekayaan  dan  pajak  perseroan, 
serta  penerinaan  boa  nasuk,  bea  ke  luar  dan  cukai  yang 
prosentasinya  akan  ditetapkan  sotiap  tahun  nelalui  peraturan 
penerintah.  Junlah  bagian  penerinaan  daorah  dari  pusat  ini" 
dikunpulkan  dalan  satu  pot  dart  dibagi-bagikan  kepada  daerah- 
daerah  bordasarkan  8  faktor,.  yaitus 

a*-:  luas  tanah  (luas  daorah) 

b;  junlah  ponduduk 

0.  potensl  ekononi 

d'm  tingkat  kcoordasan  rakyat 

tingkat  kenahalan 
f»  panjang  jalan 
gi  panjang  irigasi 

hi  bentuk  geografis  daorah  (terdiri  atas  pulau-pulau  atau 
tidak). 

Cara  pelaksanaan  ponbagian  dana  kepada  .  dacrah-daorah  adalah 
bahwa  pada  tingkat  per tana  akan  dlbagikan  kopada  sonua  pro- 
pinoi  dan  pada  tingkat  kedua  dibagilsnn  kopada  sonua  daorah 
bawahan  dalan  bata3  t lap- t lap  propinsi. 
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3;  Dalan  hal^hal  tertentu  kepada  Daerah  dapat  diberikan 

ganjaran,  gubsidi  dan  surabangan«  Gan.larani  diraaksud  di  sini, 
adalaJas.  (i)  jumlah  uang  yahg  diserahkan  kepada  daerah  ber- 
hubung dengan  kewajiban  raenyelenggarakan  tugas  penerintah, 
(ii)  junlah  uang  yang  diserahkan  kepada  daerah  berhubung 
tugas  penerintah  yang  telah  nenjadi  urusan  rumah  tangga  , 
daerah,  tfalaupun  telah  ada  UU  No.  32/1956;  dan  (iii)  jurnlah 
uang  yan#  diserahkan  kepada  daerah  berhubung  dengan  dan  pada 
saat  penferahah  tugas  penerintah  nenjadi  urusan  runah  tangga 
daerah  sasudah  nulai  berlakunya  UU  No*  32/1 956.  Ganjaran  di- 
bebankan  atae  anggaran  keuangan  negara  dan  jumlahnya  ditetap- 
kah  tiap-fciap  kali  untuk  satu  tahun;  Subsidi  adalah  bantuan 
yang  diberikan  kepada  daerah  antara  lain  untuk s 

a*  penyel tnggaraan  pekerjaan  atau  tindakan  daerah  yang 

sunggufcpun  tidak  sangat  nendesak*  tetapi  ada  juafa  perlunya 
atau  dalan  hal-hal  di  nana  nenghendaki  penyelenggaraan  le- 
bih  luas  dari  sesungguhnya  diperlukan  yang  biayanya  nele- 
bihi  kekuatan  keuangan  daerah; 

b«  peabetulan  kerusakan  besar  pada  peker jaan-peker jaan  daerah 
karena  keadaan  luar  biasa,  nisalnya  ssbagai  akibat  bene ana 
alanj  yang  biayanya  tidak  dapat  dipikul  oleh  Daerah  dengan 
tidak  sangat  raengganggu  keseinbangan  keuangan  runah  tangga 
daerah  yang  bersitngkutan* 

ci  penyelenggaraan  pekerjaan  atau  tindakan  daerah  yang  ter- 
xmt\   tentu*  yang  tidak  hany*  untuk  kepentingan  setenpat  tetapi 
/        juga  untuk  kepentingan  umun  dan  untuk  penblayaannya  se- 
wajarnya  diadakan  aturan  tersendlri  antara  Negara  dan 
Daerah. 

Mengenal  sunbangan*  penjelasan  unun  UU  No,  32/1956  nenyatakan 
bahwa  sunbangan  keuangan  akan  diberikan  dalan  keadaan  terke- 
ouali.  Hal  ini  didasarkan  pada  pertinbangan  bahwa  apabila  ter- 
jadi  keadaan  luar  biasa  sehingga  daerah  nengalani  kesulitan 
keuangan  (nenghadapl  kekurangan  dalan  AP3D-nya),  naka  Penerin- 
tah    Pusat  akan  nenberl  bantuan  keuangan. 

Sistin  perinbangan  keuangan  berdasarkan  UU  No;  32/1956  ter- 
nyata  sukar  untuk  dilaksanakan,  karena  antara  lain: 

a.  Faktor-f aktor  yang  digun^kan  dalan  menetapkan  penbagian  dana 
kepada  daerah  tidak  nerupakan  kebutuhan  daerah  yang  baiki 

b,  Penentuan  bobot  untuk  setiap  faktor  tidak  disandarkan  pada 
dasar  yang  ielas* 
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0.  Rumue  perhitungan  sebagai  dasar penbagian  dan  a  kepada  daerah 
'  berdasarkan  fcktor-f  aktor  tersebut  di  a  tan  sangat  'rumiti 

d.  Data  yang  diperlukan '  untuk  nenghitung  runus,  itu  baik  data 
penerirnaan  negar'a  maupun  data  faktor  tersebut  di  ataa  tidak 
mudah  diperoleh,  serfca  inembutuhkan  pekorjaan  dan  waktu yang 
tidak  sedi.kit.  .'.•r':'''.      ;  '■>< 

e.  Prosedur  pelakoanaannya  sulit  dilakukan. 

Jadi  3ingkatnya  para  pembagian  dana  dengan  raetepertiraba'ng-. 
kan  8  faktor  itu  tarnyata  siikar ^  dilaksa'hakan  secara  ad.ni"iis~ 
tratip,  selain  itu  jtjiga  p^tnbagiapnya'  baring  terlanbat»  cehingga 
neninbulkan  reaksi.  jvarena  pernbagian  dana  yang  didasarkan  8 
faktor  tersebut  dl-"iitas,  i  raakR *•: beb'^pap'a  daerah  yang  n-icaln'ya 
penduduknya  jarang,  jalan  dan  -irigasi  tidak  begitu  pan Jang, 
dan  sebagaihya  aenericia  bagian  yang  kocil  seningga  tidak  nampu 
manutup  biaya  rutin  (gaji-gaji  .pegavrai-j  .biaya  "p  any  'el  anggaraari 
dinas«-dinasi  biaya  perv.eliharaan  dan  lain  eabagainya } .  Hal  ini 
bakal  naninbullaLn  berbagai .  pengaruh  ps-ikologis . 

Karena  keoulitan-kesulitan  tersebut,  sejak  tahun  1966, 
proktis  sistin  tersebut  tidak  dilaksanakan  kacuali  penyerahan 
beberaJpajjenis  pajak  sepertl  pa  jak.  k'ehdaraan  berreotor/  bea 
balik  nania  ?cendaraan  bemoter  dan  pajak  ruisah  taiigga.  Walaupun 
demikian  oecara  yuridis  formil  UU  No.1.  32  tahun  1956  :.:.acih  ber- 
laku  k arena  belum  dicabut. 

Kemudian,   sejak  tahun  I966,  di  dalan  kenyataannya  timbul- 
pel bagai  kebijaksanaan  yang  bersifat  pragisatis  untuk  nengisi 
kekosongan  sebagai  aki bat  tlriak  dap^t'  ^  3  aksanfikannya  sghagian 
besar  ketentuan  UU  No.  32/1956. 

Kebijaksanaan pemberian  sunber— sumber  kauangan  kepada 
daerah  dax-rasa  ini  beraneka  ragara,  kelihatanrya  nasin^-nasing 
berdiri  sendiri;  tidak  konsisten  ari'tara  satu  kebi jakcanaan" 
dengan  kebi jaksanaan  lainnya,  karena  tidak  diatur  dalaa  suatu 
sistim  yang  bulat  (integrated  syst9r).  Kebi jaksanaan-kabijaksa- 
naan  tersaout  adalahs 

1.  Kebi jaksanaan~kebi jaksanaan  untuk  melaksanakan  sebagian 
kecil  ketentuan  UU  No.  32/1956,  .  fcisalnya  penyerahan  pa jak- 
pajak  pusat  kepada  daerah  raenurut  UU  No.   !0/l963.  Di  saaping 
3  jenio  pajak  pusat  diserahkaa  kepada  daerah  berdasarkan 

UU  No;  32/l>56,  dengan  UU  No.'  .10/ 1.968  telah  diserahkan  pula  . 
kepada  daerah  pajak-pajak  pusat  sepertis   (i)  bea  balik  nana 
kendaraan  beraotor,   (ii)  pajak  bangsa    asing  dan  ' 
(iii)  pajak  radio. 
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2.  Kebi jaksanaan-kebijaksanaan  untuk  nengisi  kekosongan  karena 
tid?k  dapat  dilaksa nak? iinya  sebagiai;  besar  UU  Ho.  32/1956; 
Eiisalnya  subsidi  pe:;l  ;:?>an&an  keuan^an  ( untuk  anggaran  rutin 
daerah),  Cessi  f^11  sebagainya* 

3»  Eebi jaksanaan-kebi jakcanaan  Untuk  raelaksahakari  pembanguriari 
daerah  yang  digoriskan  daxa:;;  Repelita  I  dan  Rapelita  Hi 
aisalnya  prograGj-<program  Inpresv 

ki  Kebi jaksanaan-kebi jaksanaart  khusus  yang  dihubungkan  dengan 
potensi  daerah,  misalnya  i royalty/license  fee  kehutanan, 
landrent  pertambang&ni  dan  seterusnya. 

Untuk  lebih  jele.snya  kebi jaksanaan-kebi jaksanaan  pragmatis 
yang  dilakukan  Peme^intah  sejak  tahun  1966  itu  adalah  sebagai 
betfikuts 

1.  Melalui  APBW 

Untuk  kegiatan-kegiatan  pemerintahan  di  daerah«-daerah, 
Pemerintah  Pusat  seoaxa  langsung  menyalurkan  5  (lima)  jenis 
dana  ke  daerah-daerah  baik  Propinsi,  Kabupaten^  Kecaraatan 
naupun  Desar  yaitm 

1)  Subsidi  rutin 

2)  Bantuan  pembangunan  daerah 

3)  Bagian  Pungutan  Pusat  yang .disei'uhkan  kepada  Daerah  ( IPEDA } 
v )  Sumbangan  Darurat 

5)  Bantuan  Pembangunan  Khusus 

Subsidi  rutin  adalah  peneriraaan  daerah.  yang  berasal  dari 
Pusat,  Jenis  peneriraaan  ini  disebut  subsidi  Daerah  Otononi  atau 
subsidi  perirabangan  keuangan  yang  digunakan  untuk  menutup 
kebutuhan  minimal  rutin  daerah  (gaji-gaji  dan  tunjangan 1 parigan 
untuk  para  pegavrai  daerah)  serta  kebutuhan-kebutuhan  lain  di 
dalam  rangka  perkembanga,n  sosial  politik  dalam  negerii  Dana 
untuk  keperluan  ini  disediakan4.nl  eh  Direktorat  Jenderal 
'Anggaran  Departemen  Keu^nganr  sedangkan  penetapan  kebi jaksanaan 
pembagiannya  kepada  da  er.ah— daerah  dilakukan  oleh  .Departemen 
Dalam  IJegerio-  Dana  ;:aoan  ini  -il^>h  Pemerintah  Pusat  disalurkan 
ke  Propinsi  yang  pada  gilirannya  sebagian  dana  ini  disalurkan 
kembali  Oleh:  Propinsi  ke  Kabupaten  dalam  bentuks    (i)  pemberian 
subsidi  untuk  gaji  dr.n  tunj&ngan  pegawai  daeraa  Kabupaten 
(termasuk  gaji  guru~guru  cekolah  dasar)  serta  pelbagai  kebutuh- 
an daerah  lainnya  (diambilkan  dari  pes  oadangan)  dan  (ii)  ban- 
tuan lainnya  dari  Propinsi  untuk  Kabupaten  dan  Kotamadya  di 
llngkungannya.  Pemberian  subsidi  perimbangan  keuangan  ini 


tujuannya  untuk  saengamankan  pengelu&ran  rv.tin  daerah  terutaina 
Toengeluarar;  gaji  pegavrai  daerah  otono::*  Sebagai  ancer-ancer 
jurnlah  globalnya  dari  dana  ini  adalak  30%  dari  sel'urqh  pene- 
rimaan  (nogara)  dalan  negeri.  Dasar  penetapan  besarriya  subsidi 
inl  adalah  (i)  jur.iL ah  pegawai  daerah  otonon,   (ii)  harga  beras 
per  kg  dan  .(iii)  pertirobangan  sosial-politik  dalara- .negerii 

Penggunaan  subsidi  pcrinbangan  keuangah  ini  adalah  untuk s 
a.  Graji,  pensiun^  upah  pegayrai  daerah.  otonon  (.teriaasuk  pegawai 
Inpres) 

b;  Kelebihan  mengajar  dan  bantuan  belarija  barang  dan  lain-lain 
o.  Tunjangan  beras  (terraasuk  tunjangan  untuk  pegawai-pegawai 
Inpres 

d»  Tunjangan  kurang  penghasilan  bagi  panong  desa 
e.  Bappeda 

fi  Cadangan  guna  perabinaan  sosial  politik  dalara  nsgeri. 

Subsidi  periiubangan  keuangan  ini • berbeda  dangan  pengertian 
subsidi  seperti  yang  dimaksud  UU  Wo.  32/195S,  Subsidi  peria- 
hangan  keuangan  ini  diberikan  kep&da  Daerah  secar-a  uinun.  tanpa 
perlu  ada  perraintaan  dari  Daerah* 

Peneriuaan  da'erah  lainnya  yang  berasal  dari  Pusat  adalah 
bantuan  popban^unan  Daerah*  Jenis  psneriaaan  ini  ada  3  (tiga) 
raaoan  yaitus   (i)  program  bantuan  petibangunan  Daerah  ?ingkat  I 
(^npres  Propinsi)  dan  (ii)  prograp  bg.ntuan  p snbangunan  Daerah 
Tingkat  II  (Inpres  Kabupaten)  dan  (iii)  pro gran  bantuan  Pemba- 
ngunan  Desa  (Inpres  Desa). 

Kebi jaksanaan  Penerintah  Pusat  dalaa*  rnenberikan  bantuan 
peabangunan  Daerah  diadakan  sejak  dinulainya  periods  pei:ba- 
bangunan,  Pelita  I  sanspai  Pelita  II  sekarang  ini.  Kebi jaksanaan 
Penerintah    .  rial-tuny  Eto^e^ikan  berbagjqi  ;  jenis  - haMtxxtsnrp&Bheua,gnu^ 
daerah  ini  tidak  dikehal  di  dalan  UU  Ho.  3P./1 956.  Kebi jaksanaan 
ini  dlnulai  dengah  progran  bantuan  peqbanffunan  Desa  sejak 
periode  1969/1973;  kenudi^n  disusul  dengan  program  bantuan  pera— 
bangunan  Kabupaten/Kotaraadva  (Daerah  Tingkat  II)  sejak  periode 
1970/1971  dan  program  bantuan  perebangunan  Daerah  Tingkat  I 
sejak  137^/1975. 

Prograi:  Bantuan  Penbangunan  Daerah  Tingkat  I  sebenarnya 
aerupakan  penyenpurnaan  atau  nodifikasi  dari  sistin  SPP-ADO 
(Surabangan  Penerintah  Pengganti  Alokasi  Devisa  Otomatis)  yang 
telah  dikehal  sejak  tahun 1970/1971 ;   sedangkan  sistin  SPP-ADO 
itu  sendiri  juga  nerUpakan  peny^rrpurnaan  dari  sistirs  ADO  yang 
nulai  berlaku  tahun  I506* 
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Dasar  penetapan  besarnya  dana'  progran  bantuan  pembangunan 
Daerah  Tingkat _I  adalah  panjang  jalanj  lu&s  daerah  yang  dapat 
ditanarai  ssrta  panjang  sungai  yang  dapat  digunakan  untuk  lalu 
lintas,  luas  areal  seluruhnya1. 

Penggunaan  dana  program  bantuan  maoam  ihi  ialah  untuk  pern-' 
bangunan  j al an i  pembangunan  dan  rehabilitasi  irigasi;  pemba- 
ngunan proyek-proyelc  lain  dan  untuk  dana  ■  korja.  Dasar  penetap- 
an besarnya  dana'  program  bantuan  pembangunan  Daerah  Tingkat  II 
dan  Desa  adalah  jumlah  penduduk  per  oapita  dari  Kabupaten/ 
Kotaraadya  dan  Desa  yang  bersangkutan  yang  setiap  tahun  dasar 
penetapannya  berbedaj  ditambah  insentip  yang  besarnya  menurut 
pre sta si  daerah  dalara  raeningkatkan  pungutan  Ipedai  Penggunaan 
dana  program  naoan  ini  adalah  untuk  pembangunan  pra sarana  ■■■ 
jalan  dan  produksii 

•Tenis-jenis  bantuan  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas 
merupakah  bantuan  untuk  program  yang  bsrsifat  urauni  Di  samping 
itu  ma'sih  ditambah  dengan  bantuan  pembangunan  untuk  program- 
program  yang  bersifat  khususe  Bantuan  tersebut  ialah  bantuan 
pembangunan  Sekolah  Dasar  dan  bantuan  penbangunan  sarana 
Kesehatan,  masing-nasing  untuk  penyediaan  sarana-sarana  pen- 
didikan*  diadakan  sejak  1973/197^  dan  untuk  sarana-sarana   ,  -  - 
kesehatan,  sejak.  ;t^Vl?75»  r'  .    \  ; 

Dasar  penetapan  besarnya  Sdana  program-  bantuan  psmbangunah'^  ;v" 
Sekolah  Dasar  (Eeppres  Sekolah  Dasar}  ialah  jumlah  anak-'anak  \ 
yang  berumur  7-12  tahun  tetapl  tidak  dapat" ditarapung  di  SD  \ 
yang  ada^  terutama  di  daerah  pede3aan  dan  sebagian  daerah  per-\ 
kotaan  yang  penduduknya  berpenghasilan  rendah.  Penggunaan  dana 
bantuan  nacam  ini  ialah1 untuk  pembangunan  gedung  Sekolah  Dasar 
ditambah'  untuk  buku-buku  dan  f asilitas-fasilitas  lain  untuk 
keperluan  belajar. 

Dasar  penetapan  besarnya  dana  program  bantuan  pembangunan 
sarana  Kesehatan  (Inpres  sarana  Kesohata^J  ialah  jumlah 
Kecamatan  dengan  nengutamakan  Kecamatan  yang  penduduknya  re- 
latip  tinggi  dan  atau  Kecamatan  terp<*nOil»  Untuk  per  tana  kali 
bantuan  diberikaii  menuriit  jumlah  Sabupaten/Kotanadya.  Pengguna- 
an dana  maoam  ini  ialah  ditujukarf  untuk?   (i)  gedung  pusat  kese- 
hatan masyarakat  (Puskesraas ) ,  'fii )  sarana  penyediaan  air  minun 
pedesaan  dan  (iii)  terapaft  pembuangan  koto ran)  atau:  yahg  disebut 
jamban  keluargai 
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Salah  oatu  b&ntuan  penbangunan  Daorah  yang  jUga  beroifat 
khusUs  ialah  Pro^rare  Pembangunan  Daerah  Irian  Jaya*  Dana  ban- 
tuan  raaca:-:  ini  digunakan  untuk  penbangunan  Irian  Jayc  yang 
meliputi.  pelbagai  bidang  dan  sektori  Dasar  penetapan  be3arnya 
dana  ditentukan  nanurut  keinampuan  keuangan  Uegara* 

Bant'uan  per.bangunan .  khusu  s  lainnya  dari  Peserintah  Pusat 
kepada  Per^erintah  Daerah  ialah  bantuan  pembangunazi  fasilitas 
universitae  di  daerah.  Dana  bantuan  ini  digunakan  untuk  pem- 
bangunan  student  center  dan  fasilitas-f aoilitas  lainnya  yang 
diperlukan  oleh  tfniversitas/Perguruan  Tinggi  yang  ditunjuk. 
Besarnya  penetapan  dana  ini  adalah  1%  dari  ex  -  5PF-AD0 
raasing-naoing  Dati  I  disi3ihkan  untuk  penbangunan  fasilitas 
universitas  dan  sebesar  yang  sama  dersgan  hasil  peraotongan  10% 
ex  SPP-ABC  tersebut  disediakan  oleli  Pesaerintah  Pusat.  Alokasi 
dana  program  naoional  lewat  AP3N  ke  daerah-daerah  ini  diaaksud 
sebagai  suatu  usaha  untuk  meratakan  pepbagian  hasil— hasil  peia«- 
bangunan  ke  seluruh  daerah*  Dengan  dsisiklan  diharapkan  dapat 
nerangsar^g  partisipasi  dan  keterlib-atan/masyarakat  seeara 
lebih  luac  daXan  proses  pembangunan  (punp  pricing  policy)* 

Di  camping  liaoaa-Eiacaa  dana  progran  hasional  seperti  yang; 
telah  disebutkan  di  auka,  ada  lagi  jer.is-jeni3  dana  yang  di» 
salurkan  lewat  AFBN  iirituk.  daerah  yaitu  dana  luran  l-enbyi^unan 
Daerah  .(IF3DA)  dan  surnbaagan  Darurat.  IF3DA  ialah  bagian  dari 
pungutan  Pusat  ,yang  diserahkan  kepada.  Daerah*  IFSDA  pada 
hakekatnya  adalah.  pajak  tanah  pedesaan  dan  juga  perkotaan 
(a. rural  and  urban    land  tax)  yang  dipungut  aparat  Peraerintah 
Pu^t-4Dir^ktoraiL.  TPF.DA  Direktorat-  Jenderal  Koneter  13  apart  en  an 
Keuangan)  atas  na.na  Kabupaten/Kotanadya*  Dasar  penetapan  besar- 
nya  dana  IP2DA  ialah         dari  nilai  hasil  tanah  (buui),  kamu- 
dian  dibagi-bagi:   (i)  10$  untuk  Daerah  Tingkat  I,   (ii)  30% 
untuk  Daerah  Tingkat  II  (Eabupaten/Kotasadya)  dan  (iii)  10% 
sebagai  saloan  Dati  II  pada  Bank  Penbangunan  Daerah*  Penggunaah 
dana  tersebut  ialah  untuk  penbangunan  daerah. 

SuDban^an  Darurat  dari  Pemerlntah  Pusat  kepada . Daerah  di- 
tetapkan  seeara  insidentil  apabila  tsrjadi  kejadian  luar  biasa 
nisalnya  antara  lain  benoana  alata.  Penggunaan  dana  ini  antara 
lain  untuk  rehabilitasi  aid. bat  bencana  alan  seperti  banji», 
gerapa  bunij  dan  sebagainya* 
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2i  Pi  luar  AP3IJ 

Sejak  tahun  1968  kebi jaksanaan  Peaerintah  di  bidang: 
pericibangan  keuangan  aenetapkan  puia  penyerahan  beberapa 
sumber  pungutan  negara  yang  bersifat  non  tax  yang  disalurkan 
di  luar  anggaran  Peraerintah  Pusat.  'Suraber-sunber  non  tax  Ini 
a  da  1  ah  bagian  dari  pungutyan  Pusat>, yang  haslxhya  sebagian  atau 
seluruhnya  diserahkan  kepada  Daerahj  aeliputis 

1)  Cess 

2)  SUnbangan/pungutart.  atas  hasil  penjualan  ninyak  burn! 

3)  Royalties  dan  Licence  Fees  Kehutanan 
*J>)  Royalties  dan  Licence  Fees  'P'erikanan 

5)  Landrent  Pertansbangan 

6)  Bantuan  Dana  Tataniaga 

7)  Surabangan  Rehabilitasi  Kopra 
3 )  Prerai  Beras 

9)  luran  Hasil  Hutan  Tarabahan  ^  - 

Sebagai  taabahan  perlu  dikeraukakari  di  sini  bahwa  Penerintah 

Pusat  aenyedlakan  kredit  untiik  daerah  yahg  disalurkan  nelalui 

perbankan.  3esaa?nya  jumlah  kredit  ini. ditetapkan  bleh.  Bank 

berdasarkan  jaainan  yang  ada  dan  tujuan  penggunaannya  biasa- 

nya"  untuk  penbangunan  daerah*  ; 

<■•' .  .  ' '  ;. 

Cess  ialah  panerimaan  non  tax  yang  dikenakan  atas  beberapa 
mmmTmmm"  '.. »  ■ 

komoditi  tertentu  di  inana  hasil  pungutan  ini,  digunakah  untuk 
kegiatan  penelitian,  p eng erabangah,  dan  pembinaan  dalar:  rangka 
peningkatan  produlcsi.  nutu,  pemasaran  atas  nasil- ;buoi  dan 
peternakan  tertentui  Besarnya  cess  ini  ditetapkan  berdasarkan 
tarip-tarip  raasing-masing  konoditi  nanurut  surat  Keputusan 
Menteri  Keuangan  dan.  hasilnya  dibagikah  10$  untuk  Penerintah 
Pusat;  10%  untuk  Dana  Fleksibilitas 7&an  3o£  untuk  Daerah 
Tingkat  I.  Dana  o ess  ini  tidak  nanpak  pade  ajiggaran  ^Daerah 
Tingkat  I  (Propinsi),  tetapi  digunakan  unjjiik  tujuan- tujuan 
tersebut  di  atas.' 

Sumbangan  dari  Peraerintah  Pusat  atas  hasil  penjualan  ninyak 
bumi  yang  diberikan  kepada  Propinsi  auiai  beplaku  tahun  1973 
(lihafc  Keppres  No.  10/1973  dan  SK  Kenteri  Keuangan  Ho.  Kepi 
l39/MK/r//6/l973).  Sumbangan  ini  terbagi  atas  2  (dua)  bagian;. 
yaltus   (i)  yang  berupa  sunbangan  kepada  Bati  I  (Propinsi)/ 
ditetapkan  sebecar  Rp.  0,05  per  liter  atas  bensin  (super  raau— 
pun  premium)',  hsihyak  tanah  dan  solar]  dan  (ii)  yang  berupa 
pungutan  khusus  Batl  I,  ditetapkan  sebesar  Rp.  1»-  per  liter 
atas  bensin  (super  dan  premium).  Penggunaan  dari  hasil  dana 
sumbangan  ninyak  buni  ini  ditetapkan  sebdiri  oleh  daerah  baik 
untuk  belanja  rutin  maupun  untuk  penbiayaan  penbangunani 


Dasar  dari  pungutan  yang  disebut  royal ties/licence  fees 
Icehutanan  adalah  UU  Ho.  32/1967.  -Easil-.  pungutan  jenis  peiie-  • 
riraaan  ini  iaiah  70%  untuk  Daerah  Tingkat  -I  dan  30%  untuk 
Pemerintah  Pusat,  Bari-  70%  bagian  Daerah  Tingkat  I  ini,  • 
(i)  30%  digunakan  untuk  pembiayaan  pepbangunan  kehutanan 
Propinsi  dan  (ii)  k-0%  untuk  pembiayaan  jpenibangunan  Propinsi 
itu  sendiri. 

Royal ties/Licence  Fees  Perikanan  dipungut  berdasarkan 
kontrak-kontrak  antara  pengusaha  perikanan  deiigan  Departenen 
Pertanian  o.q.  Ditjen  Perikanan, 

Keppres  yang  raengatur  hal  ini  masih  dalara  proses.  Hasil 
dari  penerir«iaan  jenis  ini  digunakan  untuk  perabangunan  daerah. 
Penetapan  landrent  pertarabangan  berdasarkan  UU  Mo «  11  t&hun 
1967  dan  hasilnya  digunakan  untuk  pembangunan  daerah,  Landrent 
pertambangan  dikenakan  baik  pada  penan&inan  rsqdal  asing  p&da 
penanaraan  qodal  dalam  negeri,  HasijL  pemungu tan  landrent  per-  . 
tambangan  dari  PISA,"  15%  untuk  Pexaerihtah  Pusat,  29,5$  untuk 
Pirppinsl ,  .50 ,  5%  lintuk  Eabupaten  dan  $%  untuk  biaya  pungutan 
(collection  charge )/»  sedangkan  hasil  pungutan  landrent  per- 
tarabangan dari  PKDIJ,  30%  untuk  Pemerintah  Pusat,  kS%  untuk 
Propinsi  dan  21%  untuk  Kabupaten,  Di  sinl  tidak  ada  e*ULe<rtion 
charge.  .  , 

Bantuah  Dana  Tata  IJiaga  ditentukan  dalan  pel bag a i  surat 
keputusan  Menteri  Perdagangan,  'Hasiinya."  digunakan  untuk  usa- 
ha-usaha  pe^banguna^-daerali  d^n^s-urabangan  khusus  kepada  daerah 
ninus^  Besarnya  bantuan  dana  tata*  niaga  i-ii.  ditentukan  samata- 
rnata  atas  dasar  kabijaksanaan  Presiden  dan  seoagian  berdasar— 
lean  kebi jakaanaan  Kenteri  Perdagangan  atas  persetujuan 
Presiden, 

Sumbangan  Rehabilitasi  Kopra  (SRK  j  dldasarkan  atas  Keputusan 
Presiden  (Keppres)  Hp*  67  tahun  1967  dan  besarnya  sumbangan 
ini  ditetapkan  oleh  kebi jaksanaan  Mertteri  Perdagangan. 

Pemberian  prerai  atas  penyerahan  beras  kepada  3ulog  di 
daerah,   ditetapkan  dongan  keputusan  Presiden  Ho.   ^7  tahun 
I969  di  mana  dana  ini  digunakan  untuk  pembiayaan  penvbanguna n 
daerah;  Besarnya  premi  beras  ini  ditetapkan  Rp.  0,50  per  leg 
untuk  Javra  dan  12a dura  dan  Rp,  1,-  per  kg  untuk  luar  Jawa  dan 
Madura.  Cara  ponggunaan  dana  ini  ditetapkan  oleh  Pemerintah 
Daerah  itu  sendiri  yaitu  untuk  pembangunan  daerah. 
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Iuran  Easil  Hutan  Tambahan  dltetapkan  atas  dasar  Keputusan 
Presiden  No,  66  tahun  1971  di  mana  besarnya  iuran  berdasarkan 
kebi jaksanaan  Menteri  Pertanian  dan  hasilnya  alcan  digunakan 
untuk  biaya  pengerukan,  pemeliharaan  dan  perbaikan  sungai 
serta  penggunaan  tanah  oleh  penduduk  (settlement).  Iuran 
Hasil  Hutan  Tambahan  ini  khusus  untuk  Kalimantan  Timur  dan 
Kalimantan  Tengah, 

3i  Penerimaan  yang  asalnya  dari  Daerah  itu  sendiri 

Di  sanping  peneriraaan-peneriraaan  dari  Pemerintah  Pusat 
seperti  yang  telah  disebutkan  di  rauka,  terdapat  sumber-sumber 
penerimaan  daerah  itu  sendiri  yang  dalan  garis  besarnya  ter— 
diri  atass  (i)  Pafok  pusat  yang  disorahkan  keioada  daerah  yang 
sekarang  men^adi  pa,|ak  daerah  seperti  pajak  verpPnding^  pajak 
rumah  tangga,  pajak  kendaraan  berraotori  bea  balik  nama  Icenda- 
raan  bermotor;  (ii)  pajak  asli  dari  dSferah  sendiri  seperti 
pajak  atas  izin  menangkap  ikan  di  perairan  unum  diwilayahnya 
dan  pajak  sskolah  yang  seraata-mata  dipargunakan  membiayai 
penbangunan  gedung-gedung  SD  yang  jadi  boban  Pemerintah 
Daerah j   (iii)  ops en  atas  pajak  kekayaan  dan  ops en  atas  pukai 
bensin  dan  (iv)  pelbagai  jenis  retribusi*  Jenis-jenis  peneri- 
maan  seperti  yang  telah  disebut  di  atas  adalah  jenis-jenis 
penerinaan  Daerah  Tingkat  I  <Propinsi)«  Jenis-jenis  penerimaan 
Kabupaten/Kotaoadya  adalah:   (i)  pajak  Pusat  yang  diserahkan 
kopada  Kabupaten/Kotamadya  seperti  pajak  jalanj  pajak 
verpondingi  pajak  potong  (slaughter  ta3:)i  pajak  pembangunan  I, 
pajak  bangsa  asing  dan  pajak  radio;   (ii)  pajak  asli  daerah 
sendiri  seperti  pajak  t onto tan,  pajak  atas  reklamej  pajak 
anjingi  dan  sebagainya  dan  (iii)  pelbafiai  jenis  retribusi* 


II.  Masalah  Yang  Dihadapi  Sekarang  Dan  Ar>a  Yang  Mau  Diea^ai 

Seperti  diketahui  bahwa  dewasa  ini  Pemerintah  bersana- 
sama  dengan  DPR  belum  berhasil  raenoiptakan  dasar  hukum  (ber- 
taraf  undang— undang )  di  bidang  keuangan  da or ah  dan  perimbang- 
annya  yang  betul-betul  bisa  disebut  sis tin; 

Peneoahan  masalah  perimbangan  keuangan  antara  Pusat  dan 
Daerah  sejak  tahun  1966  diadakan  lewat  kebijaksanaan-kebi jak- 
sanaan  yang  pragmatis  sifatnya  seperti  yang  telah  diuraikan 
panjang  lobar  pada  bagian-bagian  di  nuka. 


Dari  ImsllT-hasil  penelitian  senontara  yang  pernah  di- 
lakukan  ba±k  dari  leal angan  para  ahll  dalan  ncgori  naupun  para 
alili  luar  negeri  dapat  disinpulkan  bohm  sistin  porinbangan 
keuangan  antara  Peiuorintah  Pusat  dari  Pbhorintah  Daerah  belun 
nonuaskan.  Situasi  keuangan  daorah  ,bclu::a  sohat,  tornasuk 
aspok-aapek  mnagoacnt5  a dnini stir-as i  dan  orgaziisasinya  sorta 
adanya  keloirangan-kokurangari  ''da^an  hal  kosoraganan  dalan 
standar  dan  kobi jajsg a  naannya  0 

Salah  satu  kosuiitan  dari  studi  dan  penelitian  yang 
pernah  dilahirkan  itu  adalah  kurangnya iinf ornasi  tentang  po- 
sisi  keuangan  tiap  Propinsi  dan  Kabupaten*.  Kosulitan  yang 
lain  ialah  bahv/a  penbagian  f tings i  di  antara  pclbagai  tingkat 
penerintah  di  Indonesia  belun .  rionadai  didof inisikan - {is  not 
adequately  dof  incdico '  3erdasarkan  keicu^angan-kekurangan  ini 
kesinpulan-koslnpulan  yang  tepat  sukar  <"dilakukan« .  Aian  teta- 
pi  s ebagai  obserVas  i  iirnun  dapat  dikonukakan .  bahvra  sunber— 
sunber  keuangan  balk  di  tingkat  Propinsi  naupun  di  ,  tingkat 
Kabupaten  belun  culcup  nenunjang  tugas-tugas  yang  barus  di- 
laksanakani 

feohurut  henat  penulis  studi  dan  penelitian  tentang  sis- 
tin hubungan  keuangan  antara  Penerintah  Pusat  dan  Penerintah 
Daorah  perlu  socara  toru s~ne nej^y? s  (continues)  dilakukan.: 

Sesuai  dengan  nasa  penbanguinan  sekai^ang  inij  ada  dua 
tujuan  pokok,  yang  .  perlu  dicapai  dari  studi  dan  penelitian 
tcrsebutj  yaitu  p or tana  untuk  nolihat  seoara.  tepat  bagainana 
sistin  yang  ada  seka£ang  nelakukan  oporasinya  di  dalan  prak- 
teknya  (how  the  escisting  system  operates  in  practice)  dan 
koaudian  sistin  yang  borlaku •••sekarang  ini  perlu  dipcrbanding- 
kan  dengan  ketontuan  yang  tordapat  di  dalan  por?-turan  pene- 
rintah dan  undarg-unda^g;  H&X  perlu  diialrukan  untuk  no- 
lihat sanpai      borapa  jauh  p  3r<yinpangannya  dan  nengapa  ada 
penyinpangan  di  dalan  prakte?<nyr .h  Kcdua  ialah^  perlu  dioari 
(finding  out)  cara^-oara  ne^ingkatkan  otonOni  Penerintah 
Daerah  dengan  keyakinan  bahwa  somakin  bosar  otononi  adalah 
senakin  esensiil  untuk  porenoanaan  daerah  yang  torkoordinasi 
dan  penting  juga  di  dalam  kaitannya  untuk  newujudkan  tujuan- 
tujuan  penbangunan  soperti  yang  dinaksud  dalan  Repolita  Hi 

Telah  disebutkan  di  nuka  bahwa  di  dalan  ranglca  norunus- 
kan  sistin  porinbangnn  Iteuangan  yang  tepat  dan  baik^  naka 
di3adarl  perlunya  torlebih  dahulu  nelakukan  studi  tentang 
hubungan  fungsi  antara  pelbag&.i  tingkat  ponorintah  di 


Indonesia*  Yang  nau  diteliti  dalan  hal  ini  ialahs   (1)  sanpai 
seberapa  jaiih  bata.s-batas  hubungan  f ungsi  antara  Penerintah 
Pusat  dan  Penerintah  Daorah  yang  temasuk  ko  dalan  pengertian 
des  entr al^sas i »  tu^as  penbantuan  dan  dako n.s d htr a s i ,  dan  (2) 
apa  batasan-batasannya  atau  ukuran-ulmrannya  untUk  nencntukan 
(to  identify)  lebih  jauh  pengortian-pengertian  dosentralisasii 
tugas  penbantuan  dan  dekonsontrasi. 

Penecahan  nasalah-nasalah  torsebut  adalah  penting  ;untuk 
dapat  nengelonpokkan.  kegiatan-kegiatan  penerintahan  sooara 
pa.sti  nana  dari  kegiatan-kegiatan  tersebut  tornasuk  ke  dalan 
dekonsentpasij  tugas  penbantuan  atau  desentralisasi. 

Perlu  ditambahkan  di  sini  bahvra  kegiatan-kegiatan  peme- 
rintahan  yang  tornasuk  ke  dalan  pengertian  dekqns en t rasi  dan 
tufias  penbantuan  (nedebeidtnd)  dibiayai  oleh  Penerintah  Pusat j. 
sedangkan  kegiatan-kegiatan  yang  ternasuk  ke  dalan  pengertian 
desentralisasi  dibiayai  oleh  Penerintah  DaerahV  Apabila 
Penerintah  Daerah  belun  nanpu  nenbiayai  kegiatan-kegiatan 
yang- ternasuk  ke  dalan  pengertian  desentralisasi  naka  Pene- 
rintah Pusat  akan  nenberikan  sejunlah  subsidi  atau  sunbangan. 
kepada  Penerintah  Baerah. 

Untuk  nenenulcan  suatu  ukuran  nana  dari  pelbagai  kegiatan 
penerintahan  ternasuk  ke  dalan  pongertian  desentralisa,si »  tu- 
^as  penbantuan  dan - dekons entra3 i »  tehtu  kita  tidak  boleh  lepas 
bsrpijak  dari  atau  pikiran    bahwa  negara  kita  adalah  negara 
kesatuan  dengan  landasan  idiil  Pancasila  dan  landasan  konsti- 
tusionil  UUD  19^5. 

Di  sanping  itu  harus  disadari  pula  bahwa  prioritas  nasio- 
nal  yang  dipilih  sekarang  adalah  penbangunan  (ekononi)  dengan 
antara  lain  nenperhatikan  pertunbuhan'^aerah  yang;  seinbang; 
Inplikasi  dari  alan  fikirans   (i)  negara  kesatuan  dan  (ii)  ke- 
harusan  diwu judkannya  penbangunan  ekononi  naaiona'l  adalah 
bahv/a  pola  hubungan  f ungsionll  antara  pelbagai  tingkat  pono- 
rintah  di  Indonesia  harus  dilihat  sobagai  nata  rantai  suatu 
proses  yang  norupakan  satu  kesatuan  yang  bulat  di  nana  ta[nggung 
jawab  seoara  kesoluruhan  terlotak  di  tangan  Ponerintah  Pusat . 
Oleh  karena  itu  sonua  kogiatan  penerintahan  yang  ada  di  daerah| 
baik  yang  nenjadi  -fowenang  dan  tangguhg  jairab  Penerintah  Pusat 
naupun  yang  nenjadi  wowonang  dan  tanggung  jauab  Penerintah 
Daerah  harus  dilihat  dalan  hubungannya  dengan  suatu  proses  yang 
denikian  itu. 


Dari  pandangan  torsebut  di  nuka  d?tpat  dikatakan  bahwa 
kegiatan-kogiatan  yang  nenor 1 uka n  kos eragaqa a  (unif omity ) , 
di  dalan  gtandar  dan  kebi Jakoanaan  (policy)  ^3<regiatai>-kcgia  tan 
yang  interaksinya  atau  "spill over "-nya  sanpai  noluas  kc  luar 
daorah  lainnyai  soharusnya  nenjadi  tanggung  jawab  Penerintah 
Pusat  atau  Penerintah  Tingkat  atasnya. 

Di  sanping  itu  sogala  kegiatan  yang  ncnpunyai  nilai- 
nilai  strate^is*  portahanan  dari  koaqanan  national  juga  nen- 
jadi tanggung  jawab  Ponorintah  Pusat.  Di  luar  ukuran  tersebut 
di  atasi  barulah  nenjadi  tanggung  jawab  Penerintah  Daorah, 
Sebagai  tanbahan  dapat  dikenukakan  di  sini  bahwa  apabila  ke- 
giatan-kegiatan  ponorintahan  nenpunyai  skala  operas!  yang 
besar  "(large  seal o  operation)  biasanya  lebih  efisien  ditar 
ngani  oleh  Penerintah  Pusati  Akan  tctapi  di  dalan  praktok- 
nya  hal  tersebut  tidak  selalu  donikian. 

Arti  "nengurus  runah  tangga  sendiri"  bagi  Daerah  Otonon 
sebenarnya  neliputi  kegiatan-kegiatan  yang  h&sil  dan  n&nfaat- 
nya  hanya  diniknati  nasyarakat  setempat  (particular  residents). 
Di  sanping  itu  arti  "nengurus  runah  tangga  sendiri"  juga  di- 
batasi  olehs   (i)  nenenuhl  syarat  yang  nvata  dan  (ii)  bertang- 
gung  jawab. 

Nyata  artinya  bahwa  sesuatu  daorah  telah  nenenuhi  syarat- 
syarat  tertehtu  sehingga  daerah  tersebut  berhak nengatur  dan 
nengurus  runah  tangganya  sendiri.  Yang-nenilai  syarat- syarat 
ini  nenurut  UU  Ho.  5/197^  ialah  Dewan  Pertinbangan  Otononi 
Daerah  yang  anggotanya  terdiri  dari  boberapa  orang  Kenteri .', 
dan  diketuai  oleh  Henteri  Dalan  Hegeri  (lihat  pasal  10  dari 
UU  tersebut  berikut  penjelasannya) . 

3er tanggung  jawab  artinya  bahwa  dalan'  nengatur  dan 
nengurus  runah  tangganya  sendiri  itu  sesuatu  daerah  tidak 
boleh  nelakukan  hal-hal  yang' nonyinpang  apalagi  bertentangan 
dengan    rencana  dan  pelaksanaan  penbangunan    lima  tahun  yang 
sudah  nenjadi  prioritas  nasional  deimsa  ini« 

Dari  pokok-pokok  pikiran  tersebut  di  atas  dapat  disin- 
pullcan  bahtra  kegiatan-kegiatan  yang  nengandung  nilai-nilai 
5  trat ogis  int ogritag  lf  dan  h^nkannas  soharusnya  dinasukkari 
ke  dalan  dokonsontrasi.  Juga  apabila  kogia tan- kegiatan  ter- 
tentu  yang  nenerlukan  keseraganan  dalan  standar  dan  kobi- 
_jaksanaan»  nalca  soharusnya  kegiatan-kegiatan  tersebut  dina- 
sukkan  ko  dalan  doko ns o n t r a s i «  Sodangkan  kegiatan-kegiatan 
di  luar  ukuran  itu  bisa  dinasukkan  ke  dalan  dosentralisasi. 
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SSengenai  batasan  dari  tugas  peabantuan  (nedebei»rind) 
seperti  yang  dlrunu3kan  dalam  UU  Wo.  5/197**  itu  dapat  di- 
kenukakan  bahwa  ada  kegiatan-kegiatan  yang  sebonarnya  men* 
jadi  urusan  Pemerintah  Pusat  tetapi  dilaksanakan  oleh  Peme- 
rintah Daerah  derigan  pertimbangans!   (i)  kenampuan  aparat 
Pemerintah  Pusat  di  daerah  adalah  terbatas,  dan  (ii)  pcng- 
henatan  biaya  dan  efisiensi  pada  iimunnya* 

Dari  pengertian    tersebut  di  nuka  dapat  dikatakan  bahv/a 
ukuran-ukuran  untuk  nenentukan  batasan  dan  ruang  lingkirp  tu- 
g^s  pembantuan  adalah  tidak  berbeda  dengan  nilai-nilai  atau 
ukuran-uktiran  untuk  nenentukan  ruang  lingkup  dan  batasan 
deko ns entra si »  hanya  dalam  hal  ini  tugas  peabantuan  bisa  di- 
tampilkan  sebagai  nasalah  pilihan  yaitu  naksudnya  bahwa  di 
dalam  melaksanakan  fungsi  atau  tugas  penerintahan  semacam 
itu  bisa  dilakukan  sendiri  oleh  Pemerintah  Pusat  atau  dilak- 
sanakan Pemerintah  Daerah;  Apabila  tugas-tugas  pemerintah  di 
daerah  yarig  nenjadi  urusan  Pemerintah  Pusat j  pelaksanaannya 
(kegiatan-kegiatan)  diserahkah  kepada  Pemerintah  Daerah^  hal 
ini  nenjadi  tugas  peabantuan« 

Sebagai  oatatan  dapat  dikemukakan  bahv/a  menurut  logika- 
nya  mengelompokkan  kegiatan-kegiatan  yang  bisa  dinyatakan 
sebagai  tugas  peabantuan  adalah  lebih  sulit  daripada  nenge- 
lompokkan  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  dinasukkan  ke  dalam 
d  e  s  entr  al i s asi  a  tali  deko  ns  e  n  t r a s i  »  sebab  dalam  hal  ini  no- 
nyangkut  soal  pilihan  antara  aerapertinbangkan  kemampuan 
aparat  Pemerintah  Pusat  yang  di  daerah  dan  portimbangan 
penghematan  biaya  dan  .ef ioiensi; 

!        Pokok-pokok  pikiran  tersebut 'di  muka  tentu  saja  masih 
sangat  sederhana*  gehingga  pandangan-pandangan  tersebut  perlu 
dikembangkan  lebih  jauh  atau  ditolak  sama  sekali.  Dalam  nengi- 
dentif ikaoikan  lebih  jauh  pengertian-pengertian  deserttralisasi; 
tugas  peabantuan  dan  dekonsentrasi haruslah  obyektif ,  yaitu 
harus  dapat  dihlndari  pikiran-pikiran  subyoktif  seperti 
nilai-nilai  patriotisme  daerah  atau  pusat  s entr is; 

Perlunyei  poruriu3an  hubungan  fungsi  antara  Pusat  dan 
Daerah  ini  adalah    untuk  dijadikan  indikator  di  dalam  nene- 
tapkan  kebutuhan  riil  Daerah  serta  ponentuan  sumber  keuangan 
yang  perlu  diberikan  kepada  Daerah;  Dongari  domikian  sekali- 
gus  dapat  dirumuskan  kombali  pengaturah  boban  pongeluaran 
Daerah  yang  melampaui  kemampuannya  dan  yang  sifatnya  sensi- 
tip  baik  dilihat  dari  sudut  politik  maupun  sosial;  3eban  inij 
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oontohnyai"  nonyangkut  .  Jbebaji  belanja  pegawai  Daerah  yang  rata- 
rata  niencapai  80$  oaopai  90%  dari  bolanja  rutin  Dacrah  dot-rasa 
ini. 

Devrasa  ini  di  Indonesia  bukannya  tidak  ada  perunusan  hu- 
bungan  f ungsi  antara  Pusat  dan  Daorah,  akan  totapi .pengkaitan 
antara  hubungan  kouangan  dan  hubungan  -jTungsi  bolun  nondapat 
T3orhatian.  Poraturan  yang  nengatur  hubungan  f  ungsi .  ilbu  . banyak 
totapi  tersebar-sebar  da  lam  polbagai.  peraturan  Fc:ac-?iu-a>4  ton- 
tang  ponyorahan  urusan  dan  terdapat  pula  dal.an  undang-undang 
peabentukan  daerah  otonon,  Akan  totapi  kesonuanya  itu  tidak 
dituangkan  ko  dalan  sistinatika  yang  torkoordinasi  dan  konsis- 
ton  satu  saroa  laini  Dei-rasa  ini  sukar  diketahui  dongan  jolas 
batas-batas  tugas  antara  Pusat  dan  Daorah,  lagipula  polaksa- 
naan  hubungan  f ungsi  di  daorah  tornyata  tidak  selalu  sesuai 

dongan  poraturan-poraturaft  yang  ada. 

■  ',  ;'(-'  '  ■<-.- 

Dilihat  dari  sudut  porirabaifean  keuangan  itu  sondirii  se- 
benarnya  kobi  jaksanaan-kebi  jaksatiaah  pragnatis  yang  dilakukan 
sekarang  walaupun  sudah  dianggap  baik,  nanun  belun  : nen janin 
konsistensi  antara  sunbor-sunbor  keuangan  daerah  dan,kobutuh- 
annya.  Di  sanping  ituTkotergantungan  Daorah  torhadap  subsidi/ 
bantuan  Pusat  tcrlanpau  besar»  Juga  sar.ipai  sekarang  belua  di- 
tenui  ukuran-ukiiruh  ponbagian  dana  yang  tepat  kepada  daorah- 
daorah.  .   .       .  ■ 

Konstatasi  soporti  yang  disebutkan  di  nuka  telalx,  dikoto- 
nukan  oleh  ponelitian-ponelitian  yang  soiana  ini  dil'akukan 
baik  oleh  team  dalaa  naupun  luar  hog or i. 

Untuk  raonghilangkan  atau  sVtidak-tidaknya  aongurjangi 
pola  koter-gantungan  daerah  torhidap  subsidi- subsidi  dari  Pusat; 
naka  pada  uraunmya  tordapat  suatu  pandahgan  baht-ra  porlu  digali 
sunber-sunber  asli  ponerinaan  daerah  serta  dioiptal<annya.  sis- 
tin  bagi  hasil  (shared  taxes)  yang  bonyorahkan  sebagian  basil 
pajak-pajak  yang  dipungut  Pusat; 

Mengenaipemikiran  pajak-pajak  atau  penorinaan  asli 
daerah  dapat  dikenukakan  bahwa  untuk  Traktu-traktu  nendatang 
belura  bisa  diandalkan;  nengingat  potonsi  pajak  daerah  untuk 
traktu  sekarang  dan  aendatang  nasih  sangat  rondah,  Di  sanping 
itui  bolun  dianggap  bijaksana  untuk  nonyorahkan  lagi  pajak- 
pajak  dari  pusat  raonjadi  pajak-pajak  daorah  yang  baru.  Portia- 
bangannya  adalah  baiiwa  untuk  waktu  nendatang  potriungutannya 
nasih  akan  tidak  ofoktip  torutana  koadaan  ini  dialani  bagi 
daorah-daerah  yang  aparaturnya  lonah. 
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Altornatip  yang  terbaik  untuk  nomporkuat  keuangan 
daerah  tanpa  banyak  kot organ tungannya  pada  subsidi  Pusat 
ialah  sis  tin  bagi  basil,  teroasuk  pungutan-pungutan  non 
tax  seperti  nisalnya  lioenoe  fee  dan  royalties  kehutanani 
land  ront  portanbangan  dan  sebagainya,  Yang  lobih  penting 
lagi  dari  sistin  bagi  hasil  ini  adalah  penyerahan  sobagian 
hasil  (revenue  sharing)  kepada  daerah  yang  boras al  dari 
jonls-jenis  pajak  tertentu  dari  Pusat  yang  oara  penbagian- 
nya  tidak  seperti  dalan  sistin  porimbahgan  keuangan  nenurut 
UU  Noi  32/1956  akan  totapi  daerah  langsuhg  aondapat  prosen- 
tasi  dari  hasil  penerinaan  pajakipaj&k  yang  borsangkutan 
didaerahnya.  Dilihat  dari  sudut  adninistratip-organisasi" 
ponungutan  pajak  maka  sis tin  sonacan  itu  dinaksud  untuk rt&* 
ningkatkan  kegairahan  daerah  di  dalan  nenbaritu  Direktorat*1 
Jenderal  Pajak  Dopartenen  Kouangan;  karena  dalan  hal  ini  r 
daerah- daerah  langsung  nenerina  bagian  dari  hasil  purigutan 
pajak-pajak  tersebut * 

Untuk  polaksanaan  sistin  bagi  hasil  yang  disobut  tora- 
khir  ini  (shared  taxes)  perlu  diperhatikan  kolonahan-kelo- 
nahan  dari  sistim  tersebut  yaitus  (i)  ke.mungkinan  ketidak- 
adilan  seperti  nisalnya  Pajak  Perseroan  yang  dipungut  dari 
suatu  perusahaan  di  DKI  Jaya  sebenarnya  juga  nerupakan  pone- 
rinaan  daerah-daerah  lainnya  karena    nungkin  daerah-daerah 
usaha  perusahaan  tersebut  neliputi  beborapa  daerah^  dan 
(ii)  potensi  daorah  yang  sangat  -berbeda-beda  dapat : nengaki- 
batkan  adanya  perbedaan  penerinaan  yang  nenyolok. 

Untuk  nonghindari  kelejaahan— kolomahan  torsobuti  bisa 
ditenpuh  oara-oara  tertentu.  Per  tana >  harus  dipilih  jonis- 
jonis  pajak  yang  nerapunyai  oiri.  khas  daorah  artinya  pajak- 
pajak  yang  pada  dirinya  kurang  nenpunyai  "spillovers"  ko 
daerah  lain.  Akan  totapi  sayangnya  pajak-pajak  yang  sonacan 
itu  biasanya  "kurus"  hasilnya.  Menang  inilah  nasalahnyai 
Piunusan  yang  senaoan  itu  lebih  dititik-boratkan  pada  3  0gi 
keadilanhya. 

Kodua)  ialah  bahwa  daerah-daerah  alcan  diklasif ikasikan 
ko  dalan  h  (onpat)  kolonpok  nonurut  potonsinya  naslng-nasing 
di  nana  daorah  yang  paling  tlnggl  potonsinya  (potonsi  pono- 
rinaan  pajak)  alcan  raondapat  bagian  yang  lobih  keoil  daripada 
daorah  yang  potensinya  lobih  rendahi 


Prosentasi  bag±  basil  ini  soharucnya  tidak  ditet&pkan 
tiap-tiap  tahunj  nolainkan  ditctapkan  dongan  undang-undang 
Bengali  donilcian  pcranan  subsidi  dan  bantuan  hanyalah  neru- 
Dakan  alat  untuk  no nut up  kokurangan-kolnn^arigari  (defisit) 
yang  benar-benar  torjadi  atau  torpaksa  tor jadi;  Dilihat 
dari  sudut  ini;  nanpaklah  bahitfa  subsidi'  dan  bantufen  Peine- 
rintah  Pusat  benar-benar  dilakukan  uriitjk  nenporkuat  porvru— 
judan  .Da  or  ah  Otoiio±u 

~Di  sanping  itu  porlu  ditanbalikan  di  .sini  bahxra  bosarv 
nya  penetapan  pros ontasi  bagi  basil  yang  ditontukan  let/at 
undang-undang  itu  bukan  bcrar^i  tidal:  bisa  dirubah  untuk  se- 
lana~-l  anally  a.  Ponotapan  lowat  undang-undang  itu  hahya  henja- 
nin  kepastian  hukun  bagi  serau'a  'p±hak>  ;t©tapi  bolun  tentu.se- 
suai  dongan  kebutuhan  dalan: -nasa  penbangunan  yang  bercnoana. 
Untuk  ;keperluan  itu  penetapan  prosentasi  bagi  haoil  harus 
dalan  kaitannya  dongan  Ice butuhan  .p^tebangunari  baik  dilihat 
secara  soktdral  r-Taupun'  secara  regional  i  Dongan  dcnikia-n  so-, 
tiap  satu  periods  sokali*  taisalnya  5  (Una)  tahun  sekali.; 
prosentasi  penetapan  bagi  basil  tcrsobut  barus  ditinjau 
konbali;  tentunya  dongan  cara  norubali  ''uhdang- undang  yang 
.J. ana  nenciptakan  undang-undang  yang  baru. 


III»  Ganbaran  Koadaan  Keuangan  Daorah-  Sowasa  ini  ;r  . 

Untuk  nelengZcapi  uraian-uraian  di  nuka  yang  pada 
pokoknya  nongganbarkan  apa  itu  pcrinbangeUi  kouangan  di 
Indonesia  boserta  nasalahnya,  naka  ada  baiknya  sebagai  . 
ilustrasi  berikut  ini  akan  diuraikan  sopintac  lalu  ganbaran 
koadaan  keuangan  daorah  dewasa  ini. 

Apa  yang  nau  diuraikan  borikut  ini  tontu  saja  jauh 
daripada  longlcap  dan  nonuaskan  pongiixgat  kosonpatan  dan 
data  yang  torbatas  tanbahan  pula  ada  data  dan  inf  omasi 
dari  penolitian-penolitian  yang  ponulis  kotahui,  belui: 
boleh  disobar-luackan  kopada  nasyarakat,  Dongan  denikian 
ponyajian  data  krmntitatif  adalah  sodikit  cokali. 

Tolah  diganbarkan  pada  uraian-urr.ian  di  nuka  balwa 
koadaan  keuangan  daorah  pada  ununnya  bolun  sohat.  Portanai 
ponorlnaan  pajak-pajak  aorta  rotribusi  daorah  pada  ununnya 
cangat  kecil  sokali  kecuali  Jakarta  Raya. 
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Kedua>  sebagai  akibat  dari  hal  yang  pertana  pada  unun- 
9  nya  daerah-daorah  di  dalan  ri©nggiatkan  roda  p©fc:erintahan' 
daerah  sangat  tergantung  pada  subsidi  dari  Penerintah  Pugati 
Keadaan  seporti  ini  tentu  saja  justru  bukah  nerupakan  kondi- 
si  yang  bailc, 

Sebagai  ilustrasi  untuk  nenjelaskan  betapa  kecilnya 
baik  potensi  naupun  realisasi  penerinaan  asli*  daerah^  akan 
diuraikan  hal-hal  sebagai  berikuts 

t;  Dal  an  period©  anggaran  1969/1970-..1.972/1973  rata-rata^p©*- 
nerimaan  asli  Propinsi-propinsi  nenunjukkan  angka  sebosar 
1.2%  dari  seluruh  penerinaan  Propinsi  (artinya  ternasuk 
penerinaan-penerinaan  dari  Pusat)j  dengan  trend  yang.men- 
datar  sajai  Daorah-daerah  (Propinsi)  yang  penerinaan 
aslinya  mejiunjukkan  angka  di ...bavah  10%  dari  seluruh  pene- - 

-  rimaannya  pada  period©  itu  ternyata  dialani  oleh  separuh 
dari  seluruh  Propinsi  yang  ada,  Propinsi-rpropinsi  terse- 
but  antara  lainj  Aceh,  ..Sumatra  .B^qrat*  Bengli^u^  :Lampungi 
Kalimantan  Barat i  Kalimantan  Teng^h^  Kalimantan  Sela^ani 
Kalinantan  Tir-iur*.  Siilaivosi^Tengah,  Sulawesi .  Selatan  dan 
Sulawesi  Tenggaraj  Nusa  Tenggara  Barat >  Uusa  Tenggara 
Tinur*  Maluku  dan  Irian;  Jaya.  Sebagai .oatatandi  sini.  da- 
pat  dikenukakan  ialah  satu  hal  yang.  menarik  bah^a -.41:  antara 
se  jumlah  daerah  yang  prosentasi  penerinaan ,  asli  sangat  ke- 
oil  Unit  ternyata  ada  beberapa  daerah.  dalan  kelorapok  ini 
nenunjukkan  trend  yang  n^haikl1-  ifalaupun  tidak  tajan^ 
nanuni  cukup  nantapi  Daerah-da  erah  t  ers  ebu  t  ni  sal  nya  A  ft  eh; 
Sumatra  Barat;  Lanpung,  Kalimantan  Barat  dan  Kalimantan 
Tengahy  Sebaliknya  Kalimantan  ,, Tinur  nenun jukkan  perkenbang- 
an  yang,  nenge jutkan;  Prosentasi  penorimaan  aslinya  terhadap 
seluruh  penorinaannya,  nenunjukkan  anglca  sebesar  29;18% 
pada  avral  period©  ters ©but;  menjadi  1  ^93% .  pada • akhir 
period©  tersebuti  Seporti  dlkotahui  Kalinantan  Tinur  ini 
adalah  daerah  industri  kehutanan  dah  pertanbangan  yang 
berpotonsi  tinggi;  Da erah- da erah  yang  penerinaan  aslinya 

-  menunjukkan  prosentasi  di  antara  10-20%i  dari  seluruh. pe- 
nerinaan pada  periode  1969/1970-1972/1973  adalah  Sumatra 
Utara)  Jambi;  Sumatra  Selatan;  Jawa  Barat;  Jawa  Tengah.; 
DI . Yogyakarta*  Jatra  Tinur/  Sulawesi  U  tar  a  dan  Bali; 

1Yarig  dimakaud  dengan  sumber-siimber  penerimaan  asli  daeran 
sendiri  meliputi  pa.iak-pa.jak  daerah,  ,.r.etribusi  daerah.  dan  lain-lain 
penerimaan  di  luar  penerimaan  pajak  dan  retribusi  seperti  penerimaan 
dari  Dinas-dinsal  DaEran?  Peacnsaheanhpafeffisll  pasilapan jbaiangfebrang- 
barang  nilik  daerab,  perseroan  dgniaybagainya. 
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Fropinsi-BiaU  tarriyatOwPencirlnaaiL  aalinya  nelobihj. 
.  pjroplnsl-propi:ifll  oeporti  yang  disobutkan  di  nuka^  yaitu 
nonoapai  35$  dari  soluruh  ponerinaannya  (untuk  period© 
1972/1973)  sodangkan  DKI  Jaya  adalah  daorah  tingkat  I 
yang  paling  beaar  prosontasi  poneri-iaan  asli  dadrahnya 
jika  dibandihgkan  dongan  soluruh  ponol*inaa;"mya  yaitu  so- 
boaar  7*$  untuk  poriodo  1 972/1 973«  Sobagai  datatan  perlu 
dikenukalcan  di  sini  batttoa  strtiktur  Penorintah  DEI  Jaya 
berbeda  dongan  daorah-.itaejfah  lainnyn  (Propihsi)5  acnua 
aunber  pendapatan  baik  Dadrnh  tingkat  I  naupun  Daorah 
Tingkat  II  dalan  lihgkungan  DEI  Jaya i  dipungut  aoluruh- 
nya  oldh  DKI  Jayai 

Mengonai  pajak-pajak  aaii  daorah  dapat  dikonukakan  bahwa 
pada  itaiinnya  pajak-pa jak  nerupakan  aunber  utana  pendapat- 
an  aaii  daerala.  Proaontaai  pajak-pajak  asli  daerah  jika 
dibandingkan  dangan^  3eluruh  ponori^an  aaii  daorah  pada 
periode;  I969/I970-I972/I973  rata-rata  nenunjukkan  angka 
sebesar  35$»  DilihTit  dari  sudut  pcrkonbangannya  selana 
poriodo  tersobut  pajak-pajak  nenun,|ukkan  trend yang  non- 
datar  bagi  26  daorah  propirisi  di  Indonesia' ^  kecuali 
Lanpung^  Java  Saratj  Yogyakarta  dan  Kalinin  tan  Tinur 
yang  proaontaai  pondapatan  pa jaknya  terhadap  penerinaan 
asli  daorah  nasing-naaing  ndnperlihatkan  trend  yang  no- 
naik  yang  paling  nantap.  Apabila  pajak-pa jak  daerah  di- 
bandingkan  dongah  beaarnya  penerinaan  seluruhnya  (yang 
diterina  daorah-daorah)  naka  pada  mturrmya  pros enta si 
pajak-pajak  daorah  torhadap  soluruh  ponerii^aan  daerah 
hanyalah  nonunjukkan  angka  rata-* rata  k%  setahun;  bahkan 
untuk  daorah-daorah  Bongkuluj  Kalii^antan  Barat,  Ealinantan 
Tengah  dan  Irian  Jaya,  prosentasi  pdnorinaan  pajak-pajak 
selatna  period©  torsebut  nonunjukkan  angka  yang  kurang 
dari  1$  dari  seluruh.  pondrlnaan  nasing-rjaaing  daorah 
tersobut.  Untuk  DKI  Jaya,  pajak-pajak  DKI  ini  nerupakan 
sunber  penerinaan  daorah  yang  cukup  r.iononjol  yaitu  berki- 
sar  pada  angka  3b%  dari  soluruh  ponerinaannya »  Bahkan 
pada  tahun  anggaran  197<>/l971  dan  1972/1973*  DEI  Jaya 
dapat  nonutup  soluruh  pongoluaran  rutinnya  dongan  dana 
yang  diporolohnya  dari  pajak-pajakj  sodangkan  daerah- 
daorah  lainnya  ponorlnaan  pajak-pajak  hanya  bisa  nenutup 
solujruh  pongoluaran  rutinnya  rata-rata  di  sckltar  7*5$. 
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3«  Dilihat  dari  sudut  kenanpuan  sunber  kouangan  da or ah  yang 
bora  sal  dari  da  ©rah  itu  sendiri  -guna-  nonbiayai  seluruh 
pengeluaran  rutin  daorah;  dapat  dlkotahui  balwa  s'etiap 
tahun  hanya  dapat  nehutup  25%  dari  soluruh  pengeluaran 
rutin  daorah.  Porlu  diketahui  bahvra  padav  uriunnya  penge- 
luaran rutin  da er ah- daorah  nenunjukkan  pcrinbangan  6,5$ 
seluruh  pengeluaran  daorah.  Dongan  porkataan  lain  3 
nerupakan  pengeluaran  penbangunan.  Konyataan  torsebut  di 
atas  nerupakan  perkocualian  bagi  DEI  Jaya,  karona  daerah 
ini  neniliki  ponoritaaan  dari  ,  daorah  itu  sondiri  yang  por- 
nah  nampu  nenoapai  dua  kali  lipat  dari  pongeluaran  rutin- 
nyai  schingga  tersodia  surplus  yang  bisa  dialihkan  pong-  :~ 
gunaannya  untuk  pongoluaran  penbangunan  daorah'  DKI  Jaya.  V 

Ponutup 

Sepintas  lalu^  nanpaknya  nasal ah  porinbangah' kouangan 
a'ntara  Pusat  dan  Daorah  adal ah  mas al ah  biasa}  lagu  lana,  bah- ' 
kan  soalnya  "itu-itu  juga" • 

Kesan  tersobut  nanpaknya  nenang  domikian,  IfesalahVperin- ' 
bangan  kouangan  dari  dahulu  hingga  sckarang  hanyalah"  borkisar 
pada  nasalah-nasalahs   (i)  nenetapkan  pajak-pa jak  daorah^ 
(il)  bagi  hasil  (shared  tax)  dan  (iii)  'subsidl  &tau  grants*  • 
jOorta  ditanbah  lagi  dengan  nasalah  (iv)  bagainana  raenojtapkan  ■ 
penbagian  tugas  ( division  of  taslSs )  antara  Pusat  dan.  Baorahj 
yahgnenjadi  prasyarat  bagi  perunusan  sis  tip  poripbangan  ko- 
uangan yang; baik, 

-Dil^Lhat  dari  sudut,  ,inij  nasalah  per inbangan  kouangan 
kolihatannya  nerupakan  nasalah  biasa.  Akan  totapi,  seperti 
fcolah  di3©butlcan  di  bagian  pendahuluani  solar-ia  kegiatah  ,oe- 
nrerlntahan  nerupakan  f aktpr  yary?  dinar-iisj  naka  nasalah  per- 
inbangan  kouangan  solalu  nuncul.  Ia  solalu  nuncul  dalain 
sotiap  porubahan  vraktu  dan  koadaan,  Lebih-lebih  buat  Indonesia 
dan  nogara-nogara  borkenbang  pada  ununnyai  f ungsi-f ungsl 
ponorintah  dalan  r.iasa  penbangunan"  sekarang  ini  nakin  nening- 
kati  baik  kwantitas  naUpun  kwalitasnya.  Poranan  penorintah 
dalan  usaha  penbangunan  bukan  saja  nonbori  pongarahatii  bin- 
bingan  dan  fasilitas     kopada  nasyarakat;  totapi  juga  nonogang 
poranan  yang  aktip. 
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Masalah  perlnbangan  keuangan  nerupakan  bagian  yang  tak 
terplsahkan  <4»ri-nagalah  keiiaitean  ncgara  sebagai  al&t.kebi- 
Oaksanaan  negara  di  dalan  nenunjang  penbangunan. 

Dengan  adanya  sistin  perinbangan  keuangan  yang  baikj 
nlsalnya  dapat  dipakal  sehagai  alat  yang  turut  n^wujudkan 
pertunbuhan  daera!>-daorah  yang  soinbangi  siiatu  cita-oita  yang 
nenjadi  salah  satu  prioritad  penbangunan  yang  naU  dicapai  da- 
'iari  kepelita  Hi 

Adanya  iaju  pertunbuhan  yang  tidak  seinbang  dari  daerah- 
daerah  takal  neninbulkan  at&bat-akibat  yang  nega tip  baik  di 
bidang  sosial*  politikj  ekononi  naupun  keananan. 

Salah  satu  .akibat  yang  nungkin  tinbul  dari»,adanya  per- 
tunbuhan  daer ah-da or ah  yang  tidak  seinbang  yaitu  apa  yang 
oleh  Professor  Myrdal  disebut  dengan  istilah  ''back  -  wash 
effect".  Istilah  tersebut  raau  mengganbarkan  adanya  kenundur- 
an  pertunbuhan  ekononi  yang  terus-nenerus  di  suatu  daerah 
karena  pengaruh  pertunbuhan  ekononi  yang  kuati  ter jadi  di 
daerah  lain  (di  DEI  Jaya  nlsalnya) .  Kcnunduran  ekononi  ter- 
sebut dapat  berupa  tersedotnya  tenaga-tenaga  pro&oktip  dan 
sunber-sunber  ekononi  lainnya  ke  daerah  yang  sudah  na  ju  per- 
tunbuhannya •  "  ••  ■ 

Keldiawatiran  akan  tinbul nya  back- wash  effect  ini  bisa 
ter jadi  di  da erah-r  da  er  ah  di  Indonesia.  Beberapa  indikasi 
nenunjukkan  bahwa  daerah-daerah  yang  nasih  lanbat  portunbuh- 
annya  adalah  Irian  Jaya,  Madura,  Nusa  Tenggara  Barat  dan  Tinur 
Sulawesi  Tenggara,  Sulawesi  Tengah,  sodangkan  daerah-daerah 
yang  oepat  per tunbuhannya  adalah  Jakarta  Raya^  Jawa  Tinur  ^ 
Sumatra    UtaraJ  Lanpung,  Kalimantan  Tinur    Sulawesi  Utara 
dan  Sulawesi  Selatani  Keadaan  yang  pinoang  soperti  itu  ne- 
nang  harus  diperbaiki  dengan  noletakkan  dasar-dasar  peronca- 
naart  dan  kebi'jaksahaan  yang  hantap  (konsisten)  dan  nenyeluruh 
serta  dikaitkan  dengan  rehbana  dan  langkah— langkah  usaha  nen- 
oapai  penbangunan  okonorii  pada  Uraumnyai 

.   Pertunbuhan  daerah-daerah  seinbang  berarti  perataan  pe- 
nyobaran  kegiatan-kegiatan,  khususnya  kegiatan-kegiatan  eko- 
noni. Per konbangan. daerah-daerah  seinbang  tidak  borarti  senua 
daerah  harus  berkonbang  dengan  laju  pertunbuhan ■ Sana  oepat^ 
, akan;  tetapi  nasing-nasing  daerah  harus  berkenbahg  di  dalan 
perkenbangan  yang  sorasi. 
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Seperti  telah  dikatakan  di  nukai  salah  satu  alat  kebi- 
jaksanaan  untuk  newujudkan  pertunbuhan  seinbang  dari  daerah- 
daerah  ialah  kouangan'  negarao  baik  keuangan  nogara  yang  di- 
lola  (manage )  oleh  Po.nerintah  Pusat^  naupun  yang  dilola  oleh 
Penerintah  Daerah. ,Dalan  hubungannya  dongan  hai  inii  peran- 
an  perinbangan  kpuangan  (intergovernmental  fiscal  relations) 
adalah  strategic  sekallo 

Pada  dewasa  ini  tordapat  suatu  pendapat  yang  luas  bahwa 
sasaran  utana  yang  nau  dicapai  dari  perinbangan  keuangan  ada- 
lah  newujudkan  daerah  supaya  nenjadi  daerah  yang  benar-benar 
berotonomij  karena  apabila  daerah  otonon  itu  benar-benar  ter- 
wujud  justru  nenjadi  syarat  bagi  tercapainya  pertunbuhan  se- 
inbang dari  daerah-daerahi  Pada  gilirannya  proses  penbangun- 
an^  regional  naupun  sektoral akan  lebih  licin  lagi  jalannyai 

Menang,  secara  juridis  forrail  26  Propinsi  di  Indonesia 
adalah  daerah-daerah  tingkat  I  yang  otonorii  akan  tetapi  bu- 
kan  berarti  seeara  ekononis  daerah-daerah  tersebut  sudah  ne- 
nenuhi  syarat-syarat  otonomi  daerahi  Hal  Ini  terbukti  dari 
adanya  kenyataan  bahwa  kenanpuan  keuangan  daerah  itu  sendiri 
nasih  sangat  ienah?  sebagian . bosar  dari  propinsi-propinsi 
sangat  tergantung  dari  subsidl-subsidi  Pusat. 

Pemerintah  borsana-sana  dongan  DPR  belun  berhasil  nene- 
nukan  suatu  rumusan  yang  tepat  untuk  nerapih-rapihkan  ponba- 
gian  keuangan  antar  daerah,  baik  yang  inoliputi  penctapan 
ukuran  nenentukan  nana  yang  nerupakan  pa jak-pa jak  Pusat  dan 
nana  yang  nerupakan  pa  jak*. pa  jak  daerahj  bagainana  caranya 
nenetapkan  bagi  hasil  dari  pa jak-pa jak  Pusat  yang  sebagian 
hasilnya  diberlkan  kopada  daerah  (shared  revenue  systen)* 
naupun  bagainana  nenentukan  sistin  subsidi  atau  grants  yang 
benar-benar  dapat  neningkatkan  kenanpuan  suatu  daerah  untuk 
berotononii 

Telah  banyak  ponelitian  dilakukan  dengan  tujuan  untuk 
nenenukan  bagainana  norunuskan  suatu  sistin  porinbangan  ke- 
uangan yang  baru.  Disadari  bahwa  sistin  tersebut  harUs  dapat 
nengurangi  ketorgantungan  Daerah  torhadap  subsidi  atau  ban- 
tuan  Pusat^  sehingga  Daerah  benar-benar  dapat  nolaks&nakan 
hak  otononinya  dengan  baik,  Apabila  otononi  suatu  daorah  na- 
IdLn  kuat  terdapat  suatu  koyakinan  akan  nakin  baiknya  suatu 
perenoanaan  daerah  yang  toi-koordinasi  dan  ini  penting  dalan 
Icaitannya  dengan  tujuan- tujuan  penbangunan  soporti  yang  di- 
nak3Ud  dalan  Repel ita  Tin 
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Monperkeoil  kotorgantungan  Daerah  terhadap  bantuan  darl 
PU3at  borarti  pcrlunya  dikonbangkan  pendapatan  da or ah.  dongan 
jalan  lebih  banyak  nonborikan  sebagian  hasil  pungutan  pajak- 
najak  Pusati  di  sanping  totap  nenborikan  bagi  basil  non  tax 
seperti  iuran  hasil  hutani  landront  portanbangan;  oessi  dan 
sebagainya* 

Dalan  rangka  bag!  hasil  pajak-pajak  (sharod  tax)  harus 
diporhatikan  keloniahan-.k©leraahan  soporti  yang  telah  disebut- 
kan  di  nuka  yaitu  jangan  sanpai  neninbulkan  ketidak-adilan 
dan  jangan  sanpai  justru  neninbulkan  pertunbuhan  daerah  yang 
tidak  neratai 

Senentara  pondapat  raonyarankan  beborapa  jonis  pajak 
yang  dirasakan  tepat  untuk  dibagi-hasilkan  kopada  daerah- 
daerah  yaitus  (i)  pajak  pendapatan^  (ii)  pajak  kekayaan^ 
(iii)  pajak  atas  bungai»  dividen  dan  royalty^  (iv)  boa  noto- 
rai  dan  (v)  pajak  penjualan  dalan  negeri* 

Pajak-pajak  yang  dip ilih  dalan  rangka  bagi  hasil  ini 
dilakukan  dongan  ukuran  bahwa  sedapat  nungkin  adalah  jonis- 
jenis  pajak  yang  orat  hubungannya  dengan  kegiatan  ekononi 
yang  ada  di  daerali  itu  sendiri. 

Oleh  karena  potensi  perpajakan  di  tiap  daerah  berbeda 
dan  bahkan  di  daoreh-daerah  tertentu  perbedaannya  sangat  ne~ 
nyolok^  naka  perlu  □enfoagi-bagi  daerah  ke  dalan  beborapa  go- 
longah  berdasarkan  potensinyaj  nisalnya  daorah  kaya>  daerah 
sotengah  kayai  daerah  nonongah  dan  daerah  ninus*  Prosontasi 
bagian  yang  diterina  daerah  kaya  seharusnya  ditetapkan  lobih 
kecil  daripada  prosentasi  untuk  da eruli- daerah  lainnya. 

Untuk  dapat  nenetapkan  prosontasi  yang  tepat  diperlukan 
adanya  penbagian  tugas  yang  jelas  antara  Pusat  dan  Daorah 
serta  antar  Daerah  itu  sendiri  sehingga  diporoleh  ganb&ran 
yang  riil  dan  pasti. 

Dongan  dikenbangkannya  sis tin  bagi  hasil  ini^  bukan  bor- 
arti peranan  subsidi  akan  hilang.  Oloh  Icarona  sistin  negara 
kita  adalah  negara  kesatuan^  naka  ketorgantungan  daerah  ba- 
gainanapun  juga  tontu  tetap  adas  hanya  sokarang  diusahakan 
jangan  torlanpau  besar. 

Hakekat  dari  subsidi  atau  grants^  apakah  borsifat  block 
grants  a  conditional  grants  naupun  Patching  grants j  adalah 
untuk  raenporkuat  tingkat  otononi  suatu  daorah  serta  untuk  ne- 
ratakan  dan  nonyobarkan  kogiatan  ponbangunan  ko  seluruh  daorah* 
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Tiap— tiap  jonis  subsidi  atau  sunbangan  yang  akan  diperkenal- 
lean  itu  harus  diwujudkan  di  dalan  suatu  sistin  yang  kotisis- 
t on  dan  torintegrasi  dongan  kebutuhan-kebutuhan  penbangunari; 

Akhirnya  perlu  dikenukakan  di  sini  sebagai  kesinpulari 
unun  yaitu  agar  supaya  oara  beker janya  sistin  porinbangan  ko- 
uangan  sebagai  alat  kobi jaksanaan  keuangan  negara  untuk  nen- 
oapal  pertunbuhan  daorah-daerah  'yang'!  soinbang  dapat  berjalan 
dengan  ef  plctipi  perlu  dipenuhi  'beberapa  syarati 

Pertana  adalah  bahwa  harus  ada  penetapan  (poronoanaan) 
tujuan  yang  jelnsj,  yang  nau  dioapai  daerah;  baik  kwalitatip 
naupuh  kv/antitatip.  Hal  ini  penting  untuk  nenentukan  arah 
polaksanaan  penggunaan  keuangan  negara  sebagai  alat  kebijak- 
sanaan  negara  sehingga  diharapkari  dapat  dicapai  hasll-hasii 
yang  positip^  ef  isien  dan  tepat  pada,.,wa!ctunyai 

Jalan  f  ikiran  tersebut  meraang  seharusnya  demikiani  akan 
tetapi-  di  dalan  kenyataannya  adalah  sukar  untuk  nerunuskannya 
secara  tepat  dan  terperinci.  Lebihi-lebih  daorah-daerah  selalu 
dihadapkan  dengan  hulcun  kelangkaari  '(the  law  of  scarcity)  di 
natta  kita  dipaksa,  untuk  nenilih  tu juan-tujuan  yang.vpenting 
terlebih  dahulu^  nongingat  konanpuarir (baoa  dana)  yang  terba- 
tasi  Di  sanping  itu  adalah  sukar  untuk  nenetapkan  rehoana 
fisik  penbangunah  daerah,  Untuk  nengadakan  perenoanaan  re- 
gional yaiig  baikpiin  kita  harus  dapat  .nenberi  batasan  (defi- 
nlsi)  apa  yang  diartikan  region  itu* <apa  yang  nenjadi  batas 
kesatuan  region  di  dalan  hubungannya  dengan  penbangunan 
daerah.  Selanjutnya  perlu  dipikirkan  penetapan  proyck-proyek 
yang  bagainana  yang  bakal  neninbulkan  of  e.k  bcranta£»  baik  ke 
nuka  (forward  linkage);  naupun  ke  belakang  (back  .ward  linkage) ; 
Ponilihan  proyek-«proyek  yang  nonpunyai  efek  beraritai  ini  pen- 
ting  untuk  neninbulkan  dinanika  kegiatan  daerah  (region)  ne- 
nuju  suatu  pertunbuhan  yang  soinbang. 

Koduai  ialah  bahwa  harus  ada  penetapan  yang  jelas  tentang 
pola  sistin  pemerintahan  pada  ununnya  dan  sistin  ekononi  pada 
Idiususnya.  Menang  kita  sudah  nenpunyai  dasar  falsafah  konegara- 
an  yaitu  Panoasila,  sorta  konstitusi  UUD  19*1-5  #  serta  konsop 
denokrasi  ekononi;  nenurut  kototapan  IIFRi  Juga  telah  digaris- 
kan  hubun^an  f ungpi  antara  Penerintah  Pusat  dan  Penerintah 
Daerah^  bahwa  f ungsi  Gubornur  di  sanping  sebagai  irakil  Pono- 
rintah  Pusat  (dalan  rangka  nnl»k-fi&ng.kfln  dekorisontrasl ) »  juga 
bersana-sana  dengan  DPRD  bertindak  sobagai  peninpin  atau 
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Kepala  Daerah  itu  gondiri  (dalan  rangka  nenjalankan  dosontrali- 
sasi) »  Akan  totapi  untuk  newujudkan  dasar-dasar  tersebut  di- 
raerlukan  suatu  porunusan  pola  yang  dapat  dijalankan  (workable)  . 
Hal  ini  penting  untuk  nenentukan  penbagian  tuga3  dan  wovrenang 
antara  Penerintah  Pus at  dan  Penerintah  Daerah  ^  bahkan  penbagian 
tugas  antara  Penerintah  dan  Swasta  di  dalam  nolakukan  kegiataii- 
kegiatan  sosial  dan  ekbrioni; 

.Adanya  penetapan  pola  sis tin  porier iritahan  dan  sis tin  eko- 
nooi  yang  jelas  akan  nenjadi  batasan  yang  jelas  pula  bagi  ruang 
gerak  keuangan  negara  sebagai  alat  kobi jaksanaan  negara.  Dengan 
penetapan  yang  jelas  itu  akan  nenentukan  pula  penbagian  pajak- 
pajak  di  pusat  maupuh  di  daerah,  nenper jelas  arah  pengeluaran 
negara  serta  perinbangan  keuangan  pada  ununnyai 

Ketigai  adalah  nenyangkut  masalah  keperluan  adanya  kesera- 
ganan  di  dalan  standar  organisasi i  adninistrasi  dan  management 
keuangan  negara*  Ilasalah  ini  nenyangkut  rangkaian  fungsi  yang 
luas  yang  neliputi  perenoanaan  anggaran  (budgeting)^  penguasaan 
dan  pengurusan  keuangan;  penetapan  s truktur  organisasi  penye- 
lenggaraan  keuangani  staffingnya  serta  tata  usaha  keuangannya, 
pengawasan  dan  peneriksaan  keuangan  serta  perhitungan  anggaran- 
nya, 

Menurut  penelitian  dapat  diketahui  bahWa  pengurusan  dan 
penyelenggaraan  keuangan  yang  dilakukan  di  Indonesia  sebelun 
tahun  1972  nasih  belun  seragan.  Anggaran  Penerinaan  dan  Belanja 
Daerah  (APBD)  seoara  keseluruhan  belun  distandardisasikan; 
Bentuk;  susunanj  sistimatika  serta  istilah  yang  dipakai  banyak 
yang  tidak  sana  antara  di  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya 
oleh  karena  itu  sulit  untuk  dimengerti  dan  diperbandingkan;  di 
sanping  pengawasannya  pun  sukar  dilakoanakan. 

Sejak  tahun  1972^  Penerintah  telah  berusaha  nonertibkan 
dan  nenyenpurnakannya.  Hanun  us aha- us aha  torocbut  belun  nenbe- 
rikan  hasil  yang  nenuaskan  kenanpuan  daerah  dalan  nengadakan 
penyosuaian  tersebut  berbeda-bedai  lagi  pula  nasih  ada  perbe*- 
daan  kondisi-kondisi  daerah  yang  perlu  diatasi. 

Berdasarkan  kenyataan  ini,  naka  ponyusunan  pola  adninis- 
trasi dan  organisasi  keuangan  daerah  sonantiasa  perlu  disenpur- 
nakan  guna  nenunjang  penbangunani  Pongalanan  nenunjukkan  bahwa 
belun  senua  pe jabat  di  daerah  khususnya  di  tingkat  Kabupaten 
nonahani  rangkaian  fungsi  adninistrasi  keuangan  negara; 
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DAFTAR:  JUMLAH  PROPINSI,   JUMLAH  KABUPATEN/KODYA,  KECAMATA.N  DAN 
DESA  DI  INDONESIA 


No. 

Propinsi 

Kabupaten/ 
Kotamadya 

Kecamatan 

Desa 

1  . 

DKI  Jakarta 

5 

28  . 

224 

2. 

Jawa  Barat 

24 

386 

3.923 

3. 

'Java  Tengah 

35 

492 

8.563 

4. 

DI  Yogyakarta' 

5 

74 

556 

5. 

Jawa  TImur 

37 

533 

8.315 

6. 

DI  Ac eh 

10 

128 

5.462 

7. 

Sumatra  utara 

17 

172 

5.621 

8. 

Riau                     *  • 

6 

67 

724 

9. 

Sumatra  Barat 

14 

80 

543 

10. 

Jambi 

6 

36 

98 

1 1 . 

Sumatra  Sel  atari 

10 

85 

264 

12. 

Bengkulu 

4 

22 

70 

13. 

Lampung 

4 

55 

1 .260 

14. 

Kalimantan  Barat 

7 ' 

105 

4.963 

15. 

Kalimantan  Tengah 

10 

82 

1 .107 

16. 

Kalimantan  Selatan 

10 

87 

675 

17. 

Kalimantan  Timur ' 

6 

69 

1 .070 

18. 

Sulawesi  Utara 

.  6 

81 

1.156 

19. 

Sulawesi  Tengah 

4 

61 

1.223 

20. 

Sulawesi  Selatan 

23 

169 

1.235 

21. 

Sulawesi  Tenggara 

4 

40 

391 

22. 

Bali 

'  0 

50 

560 

23. 

Nusa  Tenggara  Barat 

6 

56 

5*5 

24. 

Nusa  Tenggara  Timur 

12 

97 

1 .720 

25. 

Maluku 

5 

51 

1.692 

26. 

Irian  Jaya 

116 

892 

Jumlah 

289 

3,222 

52.872 
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LAMPIRAN  III 

SISTIM  PERIMBANGAN  KEUANGAN  PUSAT-DAERAH  DI  INDONESIA  DEWASA  INI 


PUSAT 


APBN 


A 


B3 


B2 


B1 


DEPARTEMEN2 


PROPINSI 


B4 


B5 


B6 


Sunber 


sendiri 


B7 


APBD 
PROPINSI 


DINAS2 


KABTJPATEN/ 
KOTAMADYA 


D  E  S  A 


Sumber  sendiri 


APBD 

kab./kodya 


KECAMATAN 


Sumber  sendiri  dan  us aha 


D  E  S  A 


Got«rg  royong  masy.  Desa 


-> 


DINAS2 


D 


PROYEK2 


Pen.jelasan 

A  «  Pembiayaan  Proyek-proyek  Pembangunan  yang  langsung  dilola  oleh 
Departemen-departemen  operasionil . 


30 


B1  -  Pemberian  aubsidi  Daerah  Otonom/Perimbangan  Keuangan  untuk  menu- 
tup  kebutuhan  minimal  rjr^jLg;  daerah  (gaji  dan  tunjangan  pangan 
pegawai  daeraii)"  s'erta  pelbagal  kebutuhan-kebutuhan  lain  dalam 
rangka  pembinaan  sosial  politik  dalam  negeri  yang  diambilkan 
dari  pos  cadanga.o  ■.  .Dananya  disediakan  oleh  Dspartemen  Keuangan 
oq„  Ditjen  Anggarar:  sedang  penetapan  policy  pembagiannya  kepada 
daerah- daerah  oleh  Depart emer:-  Dalam  llegori  ■ 

B2  =  Program  Bantuan  Pembargunan  Dat.l.  I  (eka  Sumbangan  pengganti  ADO) 
untuk  membiayai  us  aha  "isaho  pfeKLvnganf.?-.  Daerah, 

B?  =  ipeda/ireda 

B4  =  Program  bantuan  peinuangunan  Kabupaten/Kotamadya. 

B5  =  Program  bantuan  pcmbangunan  SD  di  tiap-tjap  keeamatan. 

Bo  =  Program  bantuan  pembangonan  Desa  (Bantuan  Rp.  200.000,-  tiap 
Desa)» 

B7  =  Program  padat  karya  yang  dilaksanakan  oleh  Depart emen  Tenaga 
Kerja  Transmigrasi  dan  Koperasi*' 

C    =  a.  Pemberian  subsidi  untuk  gaji  dan  tunjangan  pangan  pegawai 
daerah  (termasuJc  guru-guru  SD)  serta  pelbagai  kebutuhan- 
kebutuhan  daerah  lainnya  (yang  diambilkan  dari  pos  cadaxigan) 
dalam  rangka  pemberian  subsidi  daerah  Ofconom/Perimbangan 
Keuangan  dari  Pemerintah  Pus at  (APBN) . 

«  'tint     £       'JPt- .  "•■  -V-  *'5P" 

b.  Bantuan  lainnya.  dari  .  Pr^jxinsi  untuk  Kabupaten/Kotamadya 
dilingkungannya „ 

D    =  Bantuan  dari  Kabupaten/Kotamadya  untuk  Desa  sebagai  pelengkap 
bantuan  Rp,  200, 000 j- 


